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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tax evasion 
understanding dan tax morale untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain 
itu, dalam penelitian ini juga untuk menguji maqasid al-syariah mampu 
memperkuat hubungan variabel independen dan variabel dependen. 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan 
theory of planned behavior dan atribution theory. Populasi pada penelitian ini 
adalah wajib pajak. Penentuan sampel penelitian berdasarkan metode purposive 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 83. Data penelitian merupakan data 
primer  yang dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data menggunakan analisis 
regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai 
selisih mutlak.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax evasion understanding 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dan tax morale 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Selain itu, 
hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa maqasid al-syariah tidak mampu 
memperkuat tax evasion understanding dalam meningkatkan kesadaran wajib 
pajak dengan tidak adanya pengaruh pada hasil penelitian tersebut, dan maqasid 
al-syariah mampu memperkuat tax morale dalam meningkatkan kesadaran wajib 
pajak dengan berpengaruh positif dan signifikan. 
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A. Latar Belakang 
Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib 
pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman 
wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar 
dan melaporkan pajak (Megawangi dan Setiawan, 2017). Idealnya untuk 
mewujudkan sadar dan peduli pajak tanpa harus menggelapkan pajak, masyarakat 
harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati 
ketentuan perpajakan yang berlaku serta memikirkan manfaat yang ditimbulkan 
dari adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sumber 
penerimaan kas negara yang dibelanja untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
pemerintah dan pembangunan nasional diantaranya berasal dari penerimaan pajak 
penerimaan bukan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak 
didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan yang termasuk penerimaan 
bukan pajak adalah retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda dan sita, 
percetakan uang, pinjaman dari negara lain, sumbangan, hadiah, hibah, 
penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan pemerintah pusat dan penerimaan 
pemerintah daerah.  
Pajak merupakan alternatif penerimaan kas negara yang sampai hari ini 




dalam fungsi budgetair. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas 
negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan 
pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah yang dilakukan dengan mengisi 
APBN sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan (Rosianti dan 
Mangoting, 2014). Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat 
menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak (Basri, 2014). Pajak 
merupakan sumber penerimaan kas yang bersifat dinamik dan mengikuti 
perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara.  Hasanah dan Indriani 
(2013) mengatakan bahwa tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-
perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan 
dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa 
penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi 
perpajakan agar basis pajak dapat semakin diperluas dan potensi penerimaan 
pajak yang tersedia dapat secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial 
serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. 
Nauvalia dkk. (2018) mengemukakan bahwa,  pajak bisa dikatakan suatu 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi 
kelangsungan dan kemakmuran rakyat. Pentingnya peran pajak dalam 
pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak karena peranan 
dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam 




kesehatan sarana dan prasarana umum. (Agustiningsih dan Isroah, 2016). 
Kewajiban dan hak perpajakan dibagi menjadi dua kepatuhan, meliputi kepatuhan 
formal dan kepatuhan materiil. Seorang wajib pajak dikatakan patuh secara formal 
jika membayar pajak terutang tepat pada waktunya, akan tetapi pembayaran pajak 
tersebut belum tentu telah sesuai dengan jumlah pajak terutang, yang merupakan 
pengertian dari kepatuhan materiil.  
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam 
Undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan 
dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil 
perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Tinggi 
rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 
adalah kesadaran wajib pajak. Putri dan Jati (2014) menyatakan bahwa kesadaran 
wajib pajak merupakan hal yang penting dalam perpajakan untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Fitria (2017) mengatakan 
bahwa, masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak 
terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri.  
Setiap wajib pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan 
perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) 
menunjukkan bahwa dalam prakteknya masih banyak wajib pajak yang kurang 
paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada wajib pajak yang tidak 




beberapa wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan 
perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia.  
Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) mengatakan 
bahwa, wajib pajak di Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama 
makin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar 
pajak. Chaerunisak dan Suyanto (2014) mengatakan bahwa wajib pajak tidak 
boleh diperlakukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar 
bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman dari 
wajib pajak sangat diperlukan untuk menunjang penerimaan kas negara meningkat 
karena pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan 
pembayaran pajak. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiartha 
(2013) mengemukakan bahwa pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat 
meningkatkan kesadaran dari wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan 
tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. 
Jika wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, maka wajib 
pajak akan sadar dan patuh untuk  memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. 
Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus 
yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan.  
Indikator tax knowledge/tax understanding yaitu pengetahuan dan 
pemahaman tata cara penyampaian pendapatan kena pajak, pengetahuan dan 
pamahaman tentang tata cara penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan 
pendapatan kena pajak setelah penyerahan SPT, pengetahuan dan pemahaman 




pengetahuan dan pemahaman pajak tentang kepemilikan NPWP, pengetahuan dan 
pemahaman tentang pengecualian pendapatan dalam menentukan penghasilan 
kena pajak (Awaliyah dan Purwanti, 2018). Namun demikian, penerimaan pajak 
tidak  mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan adanya tindakan wajib 
pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui berbagai 
cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak (tax evasion) (Faradiza, 
2018). Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah adanya tax planning yang 
dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus 
dibayarkan. Tax planning yang dilakukan adalah penghindaran pajak (tax 
avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).  Penelitian yang dilakukan oleh 
Kurniawati dan Toly (2014) menunjukkan wajib pajak yang melakukan 
penggelapan pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi 
kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan 
tidak benar. Selain itu, perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 
sebagai wajib pajak,  dipengaruhi oleh niat wajib pajak tersebut, apakah wajib 
pajak tersebut mau patuh atau tidak patuh.   
Tindakan tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak dapat mengakibatkan 
kurangnya penerimaan kas negara. Hal ini tentunya sangat memerlukan motivasi 
wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak atau biasa 
disebut tax morale. Tax morale adalah motivasi dasar non ekonomi serta faktor-
faktor bekerja dalam mekanisme untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran 
membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Tax  morale mengukur  




yang  berkelanjutan  didasarkan  pada  sistem  pajak  yang  adil  dan  pemerintah  
yang  responsif. Tax morale akan berbeda-beda di setiap negara karena setiap 
negara memiliki kulturnya masing-masing. Suryadi dan Sunarti (2016) 
mengatakan bahwa, teori ini dengan pendekatan psikologi masyarakat, 
berpandangan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat kontrak implisit 
yang mana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban. 
Masyarakat dipandu tentang kebajikan warga negara (civic virtue), yaitu motivasi 
intrinsik pemenuhan kewajiban yang harus dihormati. Adanya tindakan tax 
evasion dipengaruhi kurangnya pemahaman wajib pajak tentang sistem 
perpajakan dan kurangnya hubungan yang kuat antara wajib pajak dan 
pemerintah.  
Adanya kesadaran dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dalam 
membayar pajak akan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan masyarakat. 
Upaya mewujudkan kemaslahatan tersebut perlu ditunjang dengan memfokuskan 
perhatian pada metode pencapaiannya melalui konsep maqasid al-syariah yang 
dapat mendukung agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.  Jika dilihat dari 
perspektif syariah dalam hal ini maqasid al-syariah,  pajak sangat memberikan 
manfaat terhadap masyarakat. Secara substansial tujuan syariat yang kita sebut 
dengan Maqashid Al-Syariah mengandung kemaslahatan (Firdaus, 2018). 
Landasan konsep maqasid al-syariah dinilai sangat penting untuk 
diimplementasikan agar dapat menjadi pengawal bagi kesadaran wajib pajak dan 
dapat mengikuti perkembangan dunia global yang tidak lepas dari prinsip dasar 




syariat untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka 
bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat 
(Mutakin, 2017). 
Hadirnya konsep dan pemahaman maqasid al-syariah dalam diharapkan 
dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena tujuan 
akhir dari adanya pemungutan pajak tersebut adalah untuk memberikan kembali 
manfaatnya kepada wajib pajak itu sendiri dan masyarakat. Kemaslahatan itu 
sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; dharuriat (primer), 
haajiyat (sekunder) dan tahsiniat (tersier). Pertama adalah sesuatu yang harus ada 
demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, 
belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian; hifdzu al-din 
(memelihara agama), hifdzu al-nafs (memelihara jiwa), hifdzu an-nasl 
(memelihara keturunan), hifdzu al-mal (memelihara harta) dan hifdzu al-aql 
(memelihara akal). Pajak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dharuriat karena 
merupakan sumber penerimaan kas yang paling besar di Indonesia. Dengan 
demikian maslahah adalah segala bentuk keadaan yang bersifat material maupun 
nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk 
yang paling mulia (Bahsoan, 2011). 
 Terjadinya faktor kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak 
selain tidak lepas kurangnya pemahaman terkait dengan penggelapan pajak juga 
dipengaruhi oleh kurangnya rasa peduli masyarakat dalam hal ini wajib pajak 
untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Peneliti bermaksud 




dengan kesadaran wajib pajak dengan menggunakan penguatan maqasid al-
syariah. Maqasid Al-Syariah nantinya akan membuktikan apakah dapat 
mempengaruhi secara langsung variabel independen dengan variabel dependen. 
Theory of Planned Behavior merupakan alat yang dapat digunakan untuk 
memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol 
kemauan sendiri secara penuh. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan 
mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah 
dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban 
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.  
Jika ditinjau dari theory of plan behavior, perilaku wajib pajak ini timbul 
karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan 
perpajakan. Theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen 
(1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Kesadaran wajib pajak tidak 
lepas dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Theory of planned behavior berkaitan 
dengan tax morale yaitu motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya 
dalam membayar Pajak. Theory of planned behavior didukung oleh atribution 
theory yaitu teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan 
kemudian dikembangkan oleh Harold Kelly pada tahun 1972. Pada dasarnya 
atribusi adalah proses pembentukan kesan, artinya bahwa atribusi merupakan 
proses dimana seseorang menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang 




belakang diatas, lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Makassar Barat. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah tax evasion understanding berpengaruh terhadap peningkatan 
kesadaran wajib pajak? 
2. Apakah tax morale berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran wajib 
pajak? 
3. Apakah maqasid al-syariah menguatkan tax evasion understanding 
dalam meningkatan kesadaran wajib pajak? 
4. Apakah maqasid al-syariah menguatkan tax morale dalam 
meningkatkan kesadaran wajib pajak? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dampak tax evasion understanding terhadap 
peningkatan kesadaran wajib pajak. 
2. Untuk mengetahui dampak tax morale terhadap peningkatan kesadaran 
wajib pajak. 
3. Untuk mengetahui apakah maqasid al-syariah menguatkan tax evasion 
understanding dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. 
4. Untuk mengetahui apakah maqasid al-syariah menguatkan tax morale 




D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai aspek 
seperti teoretis maupun praktis. Adapun manfaat yang ingi dicapai sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoretis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangan pemikiran mengenai pengaruh tax evasion understanding dan 
tax morale untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta teori-teori 
yang menyokongnya. Penelitian ini membantu menyempurnakan Theory 
of Plan Behavior yang dipelopori oleh Azjen pada tahun 1991 dan 
Atribution Theory  yang dipelopori oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan 
kemudian dikembangkan oleh Harold Kelly pada tahun 1972. Theory of 
plan behavior menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis yang dalam hal 
ini perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat 
dipersepsikan. Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib 
pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Teori 
atribusi sangat relevan untuk menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini, sebagaimana diketahui 
seseorang dalam menentukan suatu pilihan biasanya orang tersebut 
menggunakan sikap naluri yang ada didirinya atau mengikuti tren yang 
berkembang di lingkungan masyarakat. 
2. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 




serta sadar dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Untuk pihak 
pemerintah diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan 
penerapan sistem perpajakan kedepannya agar wajib pajak lebih paham 






















A. Theory of Plan Behavior 
Theory of planned behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) 
menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan 
wajib pajak dilihat dari sisi psikologis bahwa, perilaku wajib pajak dipengaruhi 
oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Theory of planned behavior 
merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan 
dari reason action theory yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Perilaku 
wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh 
terhadap ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang sadar pentingnya membayar 
pajak terhadap penyelenggaraan negara, tentu saja akan memenuhi kewajiban 
pajaknya (behavioral beliefs) dan dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib 
pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan 
terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang 
memotivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak (Nugraheni dan Purwanto, 2015). 
Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya 
timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari 
orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku 
patuh pajak.  
Sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan 
perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan 




hal ini tindakan penggelapan pajak, menjadi rendah. Azjen (1991) Berdasarkan 
teori ini, prilaku yang ditimbulkan oleh  individu untuk tidak atau patuh terhadap 
ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku dan niat berperilaku 
tidak atau patuh dipengaruhi yang oleh tiga faktor yaitu: 1) behavioral belief yaitu 
keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (outcome belief) yang membentuk 
variabel sikap (attitude), 2) normative belief yaitu keyakinan individu terhadap 
harapan normatif yang menjadi rujukannya yang membentuk variabel norma 
sujektif (subjective norm) dan 3) control belief yaitu keyakinan/persepsi individu 
tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (mendukung atau menghambat) 
perilaku yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived 
behavioral control). Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak 
lain termotivasi dari diri sendiri (Ermawati dan Afifi, 2018).  
Theory of Planned Behavior merupakan alat yang dapat digunakan untuk 
memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol 
kemauan sendiri secara penuh (Tyas, 2013). Apabila wajib pajak memahami 
peraturan perpajakan yang dimiliki maka akan mempengaruhi patuh tidaknya 
wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nirajenani 
dan Aryani, 2018). Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan 
perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan kesadaran perpajakannya. 
Brata dkk. (2017) dalam penelitiannya mengatakan, sebelum individu melakukan 
sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan 
diperoleh dari perilakunya tersebut dan kemudian yang bersangkutan akan 




B. Atribution Theory  
Atribution theory yaitu teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada 
tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Harold Kelly pada tahun 1972. 
Teori hubungan (attribution theory) telah dikemukakan untuk mengembangkan 
penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung 
pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Teori atribusi ini 
berhubungan dengan sikap wajib pajak, kesadaran perpajakan dan pengetahuan 
perpajakan merupakan faktor internal yang membuat seseorang dapat mengambil 
keputusannya atau dengan kata lain sikap dan tindakan wajib pajak sangat 
tergantung pada perilaku masing-masing individu (Arifah dkk., 2017). Pada 
dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang 
individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan 
secara internal atau eksternal, sama halnya dengan perilaku wajib pajak ketika 
mencoba untuk menggelapkan pajak (Tyas, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, 
Disnayanti dan Dewi (2019) juga mengatakan bahwa teori atribusi menjelaskan 
bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal 
(internal forces) misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha, dan kekuatan 
eksternal (external forces) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya 
kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan, kesempatan dan lingkungan.  
Jika dikaitkan dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kesadaran 
tersebut akan timbul akibat dari adanya penilaian terhadap penerapan suatu sistem 
perpajakan. Purnaditya dan Rohman (2015) dan Purnamasari (2017) dalam 




sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori 
atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang 
mendorong siapa melakukan apa (Kristiani dan Agung, 2019). Sejalan dengan 
penelitian tersebut, Hasanah dkk. (2014) juga mengatakan kita membuat sebuah 
atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba 
menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu.  
C. Tax Evasion Understanding 
Pemahaman wajib pajak sangatlah penting, setiap wajib pajak harus 
memiliki pemahaman tentang perpajakan guna mengetahui bagaimana cara 
perhitungan pajak yang harus dibayar atau pajak terutang, memahami apa itu 
Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), bagaimana cara melaporkannya, bagaimana 
cara menyetornya atau membayar pajak yang harus dibayar dan pengisian surat 
pemberitahuan. Setelah memiliki pengetahuan terkait dengan perpajakan, wajib 
pajak harus diwajibkan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 
Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial 
bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, 
maka dengan adanya tingkat pemahaman perpajakan seseorang yang baik akan 
dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Berdasarkan penelitan yang 
dilakukan oleh Surahman dan Putra (2018) menunjukkan bahwa, dengan adanya 
pemahaman tentang perpajakan berupa sistem perpajakan dan peraturan 
perpajakan akan mencegah wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak 




Tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 
undang-undang (menggelapkan pajak). Faradiza (2018) mengatakan bahwa, 
dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk 
dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh 
para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan 
pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan 
adnaya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan 
merugikan pihak lainnya. Sebenarnya, selain faktor pemahaman wajib pajak juga 
diperlukan kepercayaan petugas. Mahmudah dan Iskandar (2018) mengatakan 
bahwa dampak dari sistem pajak, pengeluaran pajak, efektivitas administrasi, 
perilaku aparat terhadap pembayar pajak dan besarnya beban pajak (dirasakan) 
harus dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif 
mengenai pertanyaan mengapa orang membayar pajak. 
Tax evasion understanding atau pengetahuan penggelapan pajak wajib 
diketahui oleh wajib pajak agar tidak melakukan hal tersebut. Mira (2016) 
mengatakan, tax evasion merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal 
mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan 
diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan 
perundang-undangan. Tax evasion biasanya dilakukan dengan cara membuat 
laporan keuangan dan faktur pajak palsu atau tidak mencatat sebagian penjualan 
(Rosianti dan Mangonting, 2014). Jika wajib pajak belum paham dan masih 
melakukan penggelapan pajak, maka akan mengakibatkan distorsi penerimaan kas 




evasion atau penggelapan pajak karena menurut mereka insentif dari tax evasion 
melebihi dari sanksi/denda yang harus dibayar meskipun sudah tersedia ancaman 
hukuman pidana bagi wajib pajak yang melakukan hal tersebut. Perlu adanya 
bimbingan pengetahuan melalui pendidikan umum maupun  formal yang diterima 
oleh wajib pajak sebagai pengetahuan khusus yang kemudian akan diarahkan pada 
kesempatan mungkin untuk menghindari pajak. Arviana dan Sadjiarto (2014) 
mengatakan, wajib pajak yang memahami peraturan pada umumnya akan 
melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang tercantum 
dalam peraturan.  
D. Tax Morale 
Kajian tentang tax morale ini merupakan bagian dari paham non-ekonomi 
sebagaimana disebutkan sebelumnya, atau dikenal juga sebagai fiscal psychology. 
Para peneliti banyak melakukan riset untuk mengetahui faktor-faktor apa selain 
faktor ekonomi yang menentukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, termasuk 
di dalamnya  adalah  status  demografis  Wajib  Pajak (jenis kelamin, usia, tingkat 
pendidikan), faktor sosial ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap 
pemerintahan. Jika dilihat dalam perspektif ini, wajib pajak bertindak atas dasar 
keyakinan moral dan etika yang juga dipengaruhi oleh norma, sosial, dan budaya 
dan karena itu semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi 
kepatuhan pajak (Septarini, 2015). Tax morale atau moralitas pajak tidak 
mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu 
dan dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan 




dan Wiratno, 2014). Firman Allah SWT dalam surah Al-An’am ayat 141 yang 
berbunyi: 
  َوهَُو ٱلَِّذي  ۞
َ َجنَّ  ع   ت  أَنَشأ ر  ٱَل وَ لنَّخ  ٱوَ  ت  ُروَش  َر َمع  َوَغي   ت  ُروَش  مَّ  ۥتَِلفًا أُُكلُهُ َع ُمخ  لزَّ
ي  ٱوَ  اَن ُمتََش  ٱتُوَن وَ لزَّ مَّ َم يَو   ۥَمَر َوَءاتُواْ َحقَّهُ أَث   إِذَا   ۦ ُكلُواْ ِمن ثََمِرهِ  بِه   َر ُمتََش  ا َوَغي  بِه  لرُّ
 ِرفُو  َوََل تُس   ۦ َحَصاِدهِ 
 ١٤١ِرفِيَن  ُمس  ََل يُِحبُّ ٱل   ۥإِنَّهُ  اْ 
Terjemahan: 
“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 
berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama 
(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS:Al-
An’am: 141). 
 
Berdasarkan ayat diatas, telah diperintahkan kepada manusia untuk 
memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, karena didalam harta seorang 
manusia ada hak orang lain yang harus diberikan. Ayat diatas sesuai dengan hadis 
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi: 
 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل إِنَّ فِي اْلَماِل َحقًّا ِسَوى  ِ َصلَّى َّللاَّ َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيٍس َعْن النَّبِي 
َكاةِ   الزَّ
Terjemahan: 
“Dari ‘Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata; saya mendengar Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di dalam harta 
kalian terdapat hak selain zakat.” (HR At-Tirmidzi) 
Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan 
merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai 
wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan 




intrinsik, yaitu kepuasan pribadi seperti rasa bangga apabila menjadi wajib pajak 
patuh atau sebaliknya rasa malu dan merasa bersalah apabila tidak patuh, (2) 
hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintahan, seperti kerelaan 
membayar pajak dengan ketersediaan layanan publik, dan (3) pengaruh teman dan 
masyarakat, yaitu bagaimana pandangan pihak lain (lingkungan sosial) 
memengaruhi perilaku membayar pajak(Luttmer dan Singhal, 2014). Suryadi dan 
Sunarti (2016) mengatakan bahwa, teori ini dengan pendekatan psikologi 
masyarakat, berpandangan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat 
kontrak implisit yang mana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak 
dan kewajiban. Adanya motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya 
dipengaruhi oleh motivasi dari diri wajib pajak dari kondisi sistem perpajakan 
yang mereka lihat.  
E. Kesadaran Wajib Pajak 
Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak secara sukarela. Kesadaran terbagi dua, yaitu kesadaran aktif dan 
kesadaran pasif. Kesadaran aktif merupakan kesadaran berkenaan dengan 
perencanaan kemungkinan yang akan terjadi, sedangkan kesadaran pasif berkaitan 
dengan sikap pribadi yang menerima setiap kejadian. Kesadaran wajib pajak 
dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran aktif, perencanaan 
yang efektif dalam mematuhi kewajibannya membayar pajak (Tahar dan 
Rachman, 2014). Ketika wajib pajak memiliki kesadaran perpajakan, wajib pajak 
mematuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya memandang dari sisi manfaatnya 




(Septarini, 2015). Wajib pajak seharusnya mengetahui ada manfaat yang akan 
dirasakan ketika membayar pajak karena pajak tersebut akan digunakan untuk 
kepentingan masyarakat dan tentunya wajib pajak itu sendiri. Adanya kesadaran 
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam 
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena 
kesadaran merupakan awal dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 
dalam membayar pajak (Ardhyanto dan Sasana, 2017). Suyanto dan Pratama 
(2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa semakin masyarakat sadar maka 
akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, 
sebaliknya karena kurangnya kesadaran maka wajib pajak kurang memahami hak 
dan kewajiban perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan 
tersebut. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan pandangan atau pemikiran 
wajib pajak dalam menentukan perbuatannya dalam kepatuhannya untuk 
membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ariesta dan Latifah (2017) 
menunjukkan bahwa masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak 
karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering 
mengalami kesulitan, ketidak pengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan 
ribet menghitung dan melaporkannya. Seharusnya wajib pajak membayar pajak 
karena pembayaran pajak tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan 






F. Maqasid Al-Syariah 
Maqasid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan al-
syariah. Maqasid berarti tujuan, sedangkan al-syariah adalah jalan menuju 
sumber air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah adalah tujuan 
untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan di akhirat 
(Ramadhan dkk., 2018). Ditinjau dari ruang lingkup ushul fiqh dijelaskan bahwa 
maqasid al-syariah merupakan maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam, 
namun pada dasarnya maqasid al-syariah selalu mengalami perkembangan dari 
makna yang sederhana sampai pada makna yang lebih universal. Secara istilah, 
Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap 
aturannya. Banyaknya yang mendefinisikan bahwa maqasid al-syariah itu sendiri 
adalah untuk menggapai manfaat dan menolak mafsadat, atau dalam artian untuk 
memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan. Definisi yang bervariasi 
tersebut mengindikasikan kaitan erat maqasid al-syariah dengan tujuan atau niat, 
dan kemaslahatan.  
Secara substansial tujuan syariat yang kita sebut dengan maqasid al-syariah 
mengandung kemaslahatan (Firdaus, 2018). Proses pencapaian kesejahteraan 
ataupun tujuan ini, hal yang penting untuk diperhatikan adalah metode 
pencapaiannya yaitu Maqasid Syariah. Hal ini bermakna bahwa tujuan syariat 
Islam memberikan Maqasid Syariah sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan 
tersebut. Lebih dari itu, instrumen yang terkandung di dalam maqasid al-syariah 
yakni mengupayakan pengintegrasian kesejahteraan dalam aspek material dan 




diimplementasikan agar dapat menjadi pengawal bagi pembangunan berkelanjutan 
dan dapat mengikuti perkembangan dunia global yang tidak lepas dari prinsip 
dasar syariah. Sebagaimana, tujuan akhir yang harus terealisasi adalah 
diaplikasikannya syariat untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para 
makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau 
kebaikan di akhirat (Mutakin, 2017). 
Pada dasarnya syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan maslahah dan 
menjauhkan mafsadah. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga 
kebutuhan, yaitu; dharuriat (primer), haajiyat (sekunder) dan tahsiniat (tersier). 
Pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. 
Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang 
terangkum dalam 5 bagian; hifdzu al-din (memelihara agama), hifdzu al-nafs 
(memelihara jiwa), hifdzu an-nasl (memelihara keturunan), hifdzu al-mal 
(memelihara harta) dan hifdzu al-aql (memelihara akal). Menciptakan 
kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah adanya kemudaratan menjadi 
dasar dalam perwujudan kehidupan  manusia. Imam al-Ghazali menyatakan 
maslahah harus sejalan dan mengikut landasan syariat dan bertujuan membawa 
kemanfaatan dan menolak kemudaratan.  
Perihal manfaat dan mudarat bukanlah dirujuk pada kehendak makhluk, 
bahkan dirujuk kepada kehendak-kehendak syarak (Chik dkk., 2018). Semuanya 
mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti 
menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti 




keberadaannya, maka dengan mudah pula bergesernya eksistensi dari 
kemaslahatan tersebut yang berimbas kepada aspek sosial ekonomi terutama pada 
sisi penerimaan kas negara, seperti dalam firman Allah SWT memerintahkan 
umat-Nya untuk menciptakan kemaslahatan dalam surat An-Nisa ayat4 yang 
berbunyi: 
ِ َولَْو َعلَى  ۞ اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَاَء ّلِِلَّ  أَِو اْلَواِلدَْيِن أَنفُِسكُمْ  يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ
ُ أَْولَى   َواْْلَْقَربِيَن   َوإِن  أَن تَْعِدلُوا   فَََل تَتَّبِعُوا اْلَهَوى   بِِهَما   إِن يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَِقيًرا فَاّلِلَّ
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا  )  (  ١٣٥تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَإِنَّ َّللاَّ
Terjemahannya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan.” (QS:An-nisa: 135). 
 
Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan bahwa manusia telah diperintahkan 
oleh Allah SWT untuk berbuat baik untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian 
maslahah adalah segala bentuk keadaan yang bersifat material maupun 
nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk 












































ْيِه َوَوَراَءُه ، َوع
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 Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang 
sedikit (kebaikannya) pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta 




kirinya, depannya dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan pada 
hartanya(HR. Bukhari dan Muslim) 
Jika ditinjau dari segi maslahah penerimaan pajak, pajak memberikan 
manfaat untuk kemaslahatan umat seperti perbaikan jalan, pengadaan fasilitas 
umum dan lain sebagainya. Perlu dipahami secara mendalam ruh atau jiwa 
kemaslahatan itu sebagai sebuah asas dalam Islam. Hal ini berarti bahwa prinsip-
prinsip dalam maqasid al-syariah yang memuat makna dan hikmah yang 
dikehendaki oleh al-syari’ dari pensyariatan hukum dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan makhluk, baik ketika di dunia maupun di akhirat. 
G. Tax Evasion Understanding Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak 
Pemahaman perpajakan merupakan suatu tingkat pengetahuan hak dan 
kewajiban sebagai seorang wajib pajak dimana dilihat seberapa besar ketentuan 
perpajakan dapat dipahami, di mengerti, dan dipahami oleh wajib pajak. 
Pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan 
yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak 
melakukan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) karena kurang memahami 
ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan 
adanya celah dalam undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya 
celah dalam undang-undang perpajakan (loopholes), sehingga pada akhirnya pajak 
untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data 
keuangan maupun menyembunyikan data keuangan yang sesungguhnya. Apabila 
sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka 
wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada 




karena wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik 
mengakomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan 
tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya (Faradiza, 
2018). 
Tax evasion understanding atau pengetahuan penggelapan pajak wajib 
diketahui oleh wajib pajak agar tidak melakukan hal tersebut. Pemahaman 
peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan 
mengetahui tentang peraturan dan undang-undang perpajakan begitupula dengan 
tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan 
seperti dalam hal, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Indikator 
dari pemahaman pajak yaitu pengetahuan dan pemahaman tata cara penyampaian 
pendapatan kena pajak, pengetahuan dan pamahaman tentang tata cara 
penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pendapatan kena pajak setelah 
penyerahan SPT, pengetahuan dan pemahaman tentang keharusan membayar 
pajak pada periode waktu yang telah ditentukan, pengetahuan dan pemahaman 
pajak tentang kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman tentang 
pengecualian pendapatan dalam menentukan penghasilan kena pajak (Awaliyah 
dan Purwanti, 2018).  
Tentunya hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah untuk ikut memberikan 
sosialisasi dan pemahaman lebih kepada para wajib pajak di Indonesia. Wardani 
dan Wati (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa, semakin tinggi 
intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi 




pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya 
membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah 
serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Menurut Kamil 
(2015) dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, masyarakat 
akan berpikiran terbuka, bahwa pajak adalah murni digunakan untuk kebutuhan 
bangsa dan rakyatnya, dengan pemahaman pajak, tingkat korupsi dan penipuan 
yang mungkin terjadi dapat diminimalkan, secara bersamaan, tingkat kepatuhan 
wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat. Hal ini juga akan 
meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban wajib pajaknya. 
Tax morale adalah motivasi dasar non ekonomi serta faktor-faktor bekerja dalam 
mekanisme  kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Tax  
morale mengukur  perilaku  individu  dan tax  evasion mengukur sikap  individu.  
Sistem  pajak  yang  berkelanjutan  didasarkan  pada  sistem  pajak  yang  adil  
dan  pemerintah  yang  responsif.  Hal  ini  dicapai  jika  ada  hubungan  yang  
kuat  antara  wajib  pajak  dan pemerintah.  Selain  itu,  pandangan  kepatuhan  
pajak  seringkali  didasarkan  pada  pandangan  tentang masalah  penegakan  
hukum. 
H. Maqasid Al-Syariah menguatkan Tax Evasion Understanding Terhadap 
Kesadaran Wajib Pajak 
Menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah adanya 
kemudaratan menjadi dasar dalam perwujudan kehidupan  manusia. Imam al-
Ghazali menyatakan maslahah harus sejalan dan mengikut landasan syariat dan 
bertujuan membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Oleh karena itu, 




kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang 
dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, kesehatan dan pendidikan 
dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, 
hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, 
banjir, gempa bumi, dan sejenisnya (Abdullah dkk., 2016). Tentunya dengan 
maslahah maka konsep keuangan Islam akan bertujuan untuk mewujudkan 
kepentingan publik karena maslahah memberikan pemihakannya tidak saja pada 
individu, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih luas. Menurut Putra 
(2017), Maqasid memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi dan 
keuangan Islam. pentingnya peran ini mengacu pada tujuan syariah di bidang 
keuangan, transaksi bisnis dan tujuan keseluruhan syariah bagi kekayaan seperti 
yang telah disebutkan dalam konsep maqashid yaitu pelestarian dan perlindungan 
kekayaan. Kemaslahatan umat telah ditetapkan didalam Al-Qur’an, sebagaimana 
firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: 
ل   َمة  َك إَِلَّ َرح  نَ  َسل  أَر   َوَما    ١٠٧لَِميَن  عَ  ل ِ
Terjemahan: 
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam.”(Q.S: Al-Anbiya: 107) 
Maka dari itu, maslahah adalah segala bentuk keadaan yang bersifat 
material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia 
sebagai makhluk yang paling mulia (Bahsoan, 2011), sedangkan cara untuk 
melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; hifdzuha min nahiyati alwujud 
(menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan hifdzuha min 
nahiyati al-adam (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Ketentuan 




dilakukan oleh wajib pajak. Beban pajak yang dikeluarkan selain untuk 
menambah penerimaan kas negara, juga untuk dikembalikan kepada masyarakat 
dan wajib pajak itu sendiri. Penerimaan pajak tersebut dialokasikan untuk 
kepentingan rakyat dan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum.  
I. Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai pemahaman dan moralitas wajib pajak telah banyak 
telah banyak dilakukan dan menghasilkan berbagai kesimpulan. Adapun variable-
variabel yang dicantumkan merupakan variabel terdahulu yang telah di uji 
pengaruhnya terhadap kesadaran wajib pajak namun dengan metode yang berbeda 




No. Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian 







wajib pajak terhadap 
tingkat kepatuhan 




pph pasal 21 pada 
KPP Pratama 
Singsosari) 
Hasil penelitian menunjukkan 
Sosialisasi Perpajakan , Sanksi 
Administrasi dan Tingkat 
Pemahaman wajib pajak Orang 
Pribadi secara bersamaan 
mempengaruhi secara signifikan 
dan Sanksi Administrasi 
merupakan variabel yang lebih 
dominan dibanding variabel 
yang lain. Pengetahuan dan 
pemahaman wajib pajak terkait 
perpajakan khususnya mengenai 




sadar dan mengerti akan 
konsekuensi yang akan 
ditanggung apabila tidak 
melaksanakan kewajibannya. 
2. Ahmad Nurkhin 
dkk., 2018. 
The Influence of Tax 
Understanding, Tax 
Awareness 
and Tax Amnesty 
toward Taxpayer 
Compliance 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemahaman perpajakan, 
kesadaran wajib pajak dan 
persepsi amnesti pajak terbukti 
berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Pemahaman 
perpajakan dan kesadaran wajib 
pajak menjadi variabel yang 
mempunyai pengaruh lebih kuat 
daripada variabel persepsi 
amnesti pajak. 
3. Abdullah dkk., 
2016. 




syari’ah’s view of tax 
amnesty 
Pertama, kebijakan tax amnesty 
tidak memberikan dampak 
terhadap kepatuhan pendaftaran 
berdasarkan rendahnya 
pemanfaatan kebijakan tax 
amnesty dan persentase 
penambahan wajib pajak 
meningkat dengan jumlah yang 
kecil dibandingkan jumlah 
penduduk Indonesia yang 
bekerja. Kedua, kebijakan tax 
amnesty memberikan dampak 
positif terhadap kepatuhan 





meningkatnya jumlah wajib 
pajak yang melakukan 
penyetoran SPT Tahunan. 
Selanjutnya, program tax 
amnesty telah memenuhi apa 
yang dikehendaki maqashid al-
syari’ah berdasarkan kepada 
banyaknya kemashlahatan yang 
diperoleh dari kebijakan tax 
amnesty bukan hanya untuk 
pemerintah melainkan juga bagi 
masyarakat. 








(Studi Pada Wajib 
Pajak Orang Pribadi di 
KPP Pratama 
Kebumen). 




2.  Pengetahuan perpajakan 
berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
3. Sosialisasi perpajakan 
berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
4. Sosialisasi perpajakaan 
berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak melalui 




5. Putra, 2017. Maqasid al shari’ah 
dalam keuangan islam 
(tinjauan teoritis atas 
pemikiran Dr Ahcene 
Lahsasna) 
Maqasid al syariah merupakan 
aspek penting dalam 
pengembangan hukum Islam.Ini 
sekaligus sebagai jawaban 
bahwa hukum Islam itu dapat 
dan bahkan sangat mungkin 
beradaptasi dengan perubahan-
perubahan sosial yang terjadi di 
masyarakat.Namun Maqasid al 
syariah (dalam Ushul Fiqh 
tradisional) selalu dianggap 
sebagai ilmu pelengkap, bukan 
sebagai sebuah disiplin ilmu 
yang independen dalam 
menetapkan suatu hukum. 
Dalam hal ini, Dr Ahcene 
Lahsasna mencoba menerapkan 
maqasid al syariah untuk 
menetapkan berbagai ketentuan 
dalam konsep mengenai 
keuangan Islam. 
6.  Asrianda dan 
Diantimala, 
2018. 
The Effect of Tax 
Knowledge, Self 
Assessment System, 
and Tax Awareness on 
Taxpayer Compliance 
1. pengetahuan, sistem 
penilaian sendiri dan 




kepatuhan wajib pajak di 






sistem penilaian sendiri 
dan kesadaran pajak 
maka semakin tinggi 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Pengetahuan perpajakan, 
sistem penilaian sendiri 




wajib pajak di Kota 
Banda Aceh. Semakin 
tinggi pengetahuan 
perpajakan, sistem 
penilaian sendiri dan 
kesadaran pajak maka 
semakin tinggi 
kepatuhan wajib pajak. 
3.  Variasi pengetahuan 
perpajakan, sistem 
penilaian sendiri dan 
kesadaran pajak 
mempengaruhi variasi 
kepatuhan wajib pajak 
93,1 persen dan sisanya 
6,9 persen dipengaruhi 
oleh variabel lain di luar 





J. Rerangka Teoretis 
Berdasarkan penulisan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan teori yang 
digunakan adalah theory of plan behavior, atribution theory. Rerangka teoretis 










Theory of Planned Behavior merupakan alat yang dapat digunakan untuk 
memprediksi perilaku individu ketika individu tersebut tidak memiliki kontrol 
kemauan sendiri secara penuh. Theory of Planned Behavior relevan untuk 
menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
karena wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai 
pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan 
negara (behavioral beliefs) (Brata dkk., 2017). Sebelum individu melakukan 
sesuatu, individu tersebut memiliki keyakinan mengenai hasil apa yang akan 












memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan 
kesadaran wajib pajak.  
Berdasarkan Theori of Planned Behavior, bagi wajib pajak yang melanggar 
peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang 
lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar dan berdasarkan hal tersebut 
maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan 
membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Ermawati dan Afifi, 2018). Hal ini 
tentu didukung dengan adanya pemahaman dari wajib pajak sendiri. Arviana dan 
Sadjiarto (2014) mengatakan, wajib pajak yang memahami peraturan pada 
umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang 
tercantum dalam peraturan. wajib pajak yang paham peraturan pajak secara jelas 
akan cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak 
paham karena pemahaman terkait peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 
kesadaran wajib pajak. 
H1:
 Tax Evasion Understamding Berpengaruh Dalam Meningkatkan       
Kesadaran Wajib  Pajak 
Tax morale merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dipandu tentang 
kebajikan warga negara (civic virtue), yaitu motivasi intrinsik pemenuhan 
kewajiban yang harus dihormati. Wajib pajak yang memiliki moralitas yang tinggi 
akan menjalankan kewajibannya sebagai bentuk dukungannya kepada negara 
karena telah memberikan fasilitas dan perlindungan sebagai warganegara. Apabila 
kesadaran bernegara tinggi, maka berarti pula moralitas perpajakannya juga 
tinggi. Wajib pajak dengan moralitas perpajakan yang tinggi cenderung patuh dan 




perpajakannya rendah akan berusaha untuk melakukan tax evasion (Mira, 2016). 
Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan 
pendirian individu. Kebajikan warga negara diyakini akan muncul sebagai akibat 
hak-hak partisipasi masyarakat secara kolektif dihormati. Perlakuan jujur aparat 
berwenang, misalnya akan direspon masyarakat secara positif, sistem pajak dan 
pelayanan administrasi pajak yang baik membuat masyarakat puas dan menjadi 
faktor pendorong wajib pajak meningkatkan kepatuhannya. 
  H2: Tax Morale Berpengaruh Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak 
 Secara substansial tujuan syariat yang kita sebut dengan Maqashid Al-
Syariah mengandung kemaslahatan (Firdaus, 2018). Berbicara tentang 
pemahaman wajib pajak merupakan hal yang krusial karena berkaitan dengan 
kepentingan hidup orang banyak. Masyarakat di Indonesia yang sudah memiliki 
kewajiban untuk membayar pajak harus memahami seluruh sistematika 
pembayaran pajak, karena hal tersebut untuk menghindari adanya perilaku tidak 
etis dari wajib pajak. Wajib Pajak seharusnya paham, bahwa pajak yang 
dikeluarkan akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan 
kepentingan dari suatu golongan saja. Tetapi, hal yang membuat Wajib Pajak 
terkadang enggan untuk membayar pajak karena adanya perilaku tidak etis yang 
dilakukan oleh petugas Wajib Pajak dalam melakukan tugasnya sehingga 
menimbulkan pemikiran dari wajib pajak bahwa dengan patuh membayar pajak 
akan memberikan dampak kerugian kepada wajib pajak itu sendiri. Apa yang 
dilakukan oleh wajib pajak merupakan suatu anjuran di ajaran Islam untuk saling 




H3: Maqasid Al-Syariah Memperkuat Tax Evasion Understanding 
Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak 
Moralitas dari Wajib Pajak merupakan suatu kondisi motivasi wajib pajak 
untuk membayar pajak. Lebih lanjut, Mira (2016) dalam penelitiannya 
mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak akan melahirkan moralitas 
perpajakan apabila kesadaran bernegara tinggi, maka berarti pula moralitas 
perpajakannya juga tinggi, artinya wajib pajak yang memiliki komitmen untuk 
berpegang teguh pada hak dan kewajiban sebagai warga negara dan senantiasa 
menyadari tugas dan tanggungjawabnya sebagai warga negara yang taat. Hal-hal 
terkait moralitas dan kesadaran telah dijelaskan didalam Al-Qur’an untuk 
melakukan hal-hal yang menimbulkan maslahah dibanding hal-hal yang 
menimbulkan mudarat. Seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur’an Surah An-nisa 
ayat 135, dimana manusia diarahkan untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan 
hal-hal yang menyimpang dari ajara agama Islam. Jika wajib pajak sudah paham 
akan perannya, maka moralitas wajib pajak akan meningkat karena wajib pajak 
akan memikirkan kondisi negara, termasuk masyarakat ketika wajib pajak 
melakukan hal-hal yang menyimpang dan merugikan negara serta kehidupan 
banyak orang.  
H4: Maqasid al-syariah Memperkuat Tax Moral Dalam Meningkatkan  
















A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan 
statistik. Penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Supomo (2013) 
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 
populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 
dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  
Pratama Makassar Barat. 
B. Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kausal komperatif. Kausal komparatif yaitu penelitian yang mengukur 
kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah 
hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan menemukan hubungan 




C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Menurut Indriantoro dan Supomo (2013 : 115) populasi adalah 
sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 
karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.  
2. Sampel 
Sampel merupakan sebagian dari populasi sampel terdiri dari anggota 
yang dipilih dari populasi (Indiantoro dan Supomo, 2013). Pengambilan 
sampel pada penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. 
Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal 
dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
peneliti. Kriteria penentuan sampel yaitu: 
a. Sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. 
b. Sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang melakukan transaksi di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. 
Pemilihan wajib pajak dilakukan dengan alasan mereka memiliki 
kepentingan melaporkannya, menyetor atau membayar pajak yang harus 
dibayar dan pengisian surat pemberitahuan pajak karena dianggap mampu 
mewakili untuk menggambarkan kemungkinan permasalahan pemahaman 





D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. 
Menurut Indriantoro dan Supomo (2013 : 145) data subjek adalah jenis data 
penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakterisktik dari 
seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian 
(responden). 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Menurut Indriantoro dan Supomo (2013 : 142) data primer yaitu sumber 
data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 
perantara media). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang 
akan dijawab langsung oleh subjek penelitian melalui kuesioner.  
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik kuesioner 
yang dibagikan pada para responden. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang 
tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat 
diajukan kepada setiap responden (Indiantoro dan Supomo, 2013). Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada 
responden yang dipilih secara langsung dan untuk pengembaliannya akan diambil 
secara langsung oleh peneliti pada waktu yang telah ditetapkan. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 




yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Kuesioner juga dilengkapi dengan 
petunjuk pengisian yang sederhana dan jelas untuk membantu responden 
melakukan pengisian dengan lengkap. Penyebaran dilakukan secara langsung oleh 
peneliti dengan cara memberi kuesioner langsung kepada wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat yang menjadi objek penelitian. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti 
(Sugiyono, 2014: 92). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Adapun kuesioner untuk 
mengukur variabel Tax Evasion Understanding (X1), Tax Morale  (X2), dan 
Kesadaran Wajib pajak (Y) serta Maqasid Al-Syariah (Z). Untuk mengukur 
pendapat responden digunakan lima skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 
mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap 
subjek, objek atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2013: 104). 
Tabel 3.1 
Indikator Variabel Penelitian 




Menurut Awaliyah dan Purwanti (2018) indikator 
terhadap pemahaman pajak adalah: 
1. Pengetahuan dan pemahaman tata cara 
penyampaian pendapatan kena pajak  
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang tata 
cara penyimpanan dokumen yang 
berkaitan dengan pendapatan kena pajak 
setelah penyerahan SPT 
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang 
keharusan membayar pajak pada periode 




4. Pengetahuan dan pemahaman pajak 
tentang kepemilikan NPWP. 
5. Angsuran dan Penundaan Pajak 
2. Tax Morale (X2) 
Menurut Luttmer dan Singhal (2014), indikator 
moralitas pajak adalah: 
1. Motivasi intrinsik 
2. Timbal balik 
3. Pengaruh lingkungan sosial 
4. Penyalahgunaan dan ketidaksempurnaan 
informasi 
3. 
Kesadaran wajib pajak 
(Y) 
Menurut Nugroho (2016), indikator kesadaran 
wajib pajak adalah: 
1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 
menunjang pembangunan negara 
2. Penundaan pembayaran pajak dan 
pengurangan beban pajak sangat 
merugikan negara 
3. Pajak ditetapkan dengan undang-undang 
dan dapat dipaksakan 
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan 
seharusnya dibayarkan akan merugikan 
negara 
5. Penyampaian SPT 
4. Maqasid Al-Syariah 
Menurut Putra (2017), indikator maqasid al-
syariah adalah: 
1. Menjaga agama (hifzh al-din) 
2. Menjaga jiwa (hifzh al-nafs) 
3. Menjaga akal (hifzh al-‘aql) 
4.  Menjaga keturunan (hifzh al-nasl) 
5. Menjaga harta (hifzh al-mâl) 
 
G. Metode Analisis Data 
Teknik analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden 
atau sumber data lain telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan 
analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu analisis yang 




kategori yang berwujud angka-angka. Metode analisis data menggunakan uji 
statistik deskriptif, kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan 
bantuan komputer melalui program SPSS. 
1. Statistik Deskriptif 
Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner 
dibentuk dalam skala pengukuran. Dalam penelitian ini skala pengukuran 
yang digunakan adalah skala likert. Untuk analisis data kuantitatif, maka 
jawaban responden diberi skor sebagai berikut: 
 1= Sangat setuju 
 2= Setuju 
 3= Tidak Setuju 
 4= Sangat tidak setuju 
Kemudian data jawaban tersebut akan menghasilkan data ordinal. 
Data primer yang berupa skala likert tersebut kemudian dianalisis 
berdasarkan metode analisis data yang sesuai untuk digunakan dalam 
penelitian ini. Statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan dua 
aplikasi untuk mendapatkan informasi dari variabel baik berupa tabel angka 
maupun secara grafik. Aplikasi yang digunakan untuk mendeskripsikan 
grafik menggunakan aplikasi Micorsoft excel sementara SPSS digunakan 
untuk menggambarkan profil data sampel yang meliputi antara lain mean, 
median, maksimum, minimum, dan deviasi standar.  
2. Uji Kualitas Data 




Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner 
yang digunakan sebagai instrument penelitian sehingga dapat 
dikatakan instrument tersebut valid. Suatu kuesioner dikatakan valid 
jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 
akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2012: 52). Kriteria 
pengujian validitas adalah sebagai berikut : 
1) Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel maka butir 
pernyataan tersebut adalah valid. 
2) Jika r hitung negative dan r hitung < r tabel maka pernyataan 
tersebut adalah tidak valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur 
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
butir kuesioner diakatakan reliabel (layak) jika cronbach’s alpha > 
0,6 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 0,6 (Ghozali, 
2012 : 47). 
3. Uji Asumsi Klasik 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah 
sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data 
tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu: 




Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara 
normal. Uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 
distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual 
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis 
grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik histogram yang 
membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 
mendekati distrbusi normal, dan (b) normal probability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 
normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan ploting data 
residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 
residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 
akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013 : 163). 
Cara lain adalah dengan uji statistik one-simple kolmogorov-
smirnov. Dasar pengambilan keputusan dari one- simple kolmogorov-
smirnov adalah:  
1) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di atas tingkat 
signifikansi 0,05 menujukkan pola distribusi normal, maka model 
regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. 
2) Jika hasil one-simple kolmogorov-smirnov di bawah tingkat 




model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas 
(Ghozali, 2013 : 165). 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 
maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 
variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol (Ghozali, 2013 : 105). Salah satu cara 
mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi 
adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation 
Factor). 
1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan 
bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 
multikolonieritas pada penelitian tersebut. 
 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2013 : 139) uji heteroskedastisitas bertujuan 
untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ketidaksamaan 
variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 




tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi 
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 
menguji heteroskedastisitas dengan melihat grafik Scatter Plot antara 
nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 
residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedatisitas dapat 
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu grafik scatter 
plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang 
telah diprediksi, dan Sumbu X adalah residual. 
Cara lain yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas 
adalah dengan uji park. Uji ini dilakukan dengan meregresikan nilai 
absolut residual terhadap variabel dependen. Jika tingkat 
signifikannya diatas tingkat kepercayaan 0,005 maka model regresi 
tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2013 : 142). 
d. Uji Autokorelitas 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 
waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 




lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut  waktu (time 
series). 
Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson 
(DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah 
sebagai berikut:  
1. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan (4-du), maka 
koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada 
autokorelasi.  
2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (di), maka 
koefisien autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi 
positif.  
3. Bila nilai DW lebih dari pada (4-dl), maka maka koefisien 
autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif. 
4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah 
(dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (dl), maka hasilnya tidak 
dapat disimpulkan. 
4. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisi 
regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2010:277) analisis regresi 
berganda merupakan analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud 




(kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor 
prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Rumus untuk 
menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
yaitu: 
Y = α + β1X1 + β2X2 + e 
Keterangan : 
Y  = Kesadaran Wajib Pajak 
α  = Konstanta 
X1 = Tax Evasion Understanding 
X2 = Tax Morale 
β 1 = koefisien regresi Tax Evasion Understanding 
β 2 = koefisien regresi Tax Morale 
e  = error term 
b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih 
Mutlak 
Frucot dan Shearon dalam (Ghozali, 2013 : 235) mengajukan 
model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi 
yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel independen. 
Menurut Furcot dan shearon (Ghozali, 2013 : 235) interaksi ini lebih 
disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan 
kombinasi antara X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika 
skor tinggi untuk variabel Tax Evasion Understanding dan Tax 




tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini 
juga akan berlaku skor rendah dari Tax Evasion Understanding dan 
Tax Morale berasosiasi dengan skor rendah Kesadaran Wajib Pajak 
(skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh 
terhadap kesadaran wajib pajak. Langkah uji nilai selisih mutlak 
dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi 
sebagai berikut: 
Y = α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3|ZX1–ZM| + β4|ZX2–ZM|  + e 
Keterangan: 
Y   = Kesadaran Wajib Pajak 
ZX1  = Tax Evasion Understanding 
ZX2  = Tax Morale 
ZM  = Maqasid Al-Syariah 
|ZX1 – ZM|  = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai 
absolut perbedaan antara X1 dan M 
|ZX2 – ZM|  = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai 
absolut perbedaan antara X2 dan M 
a   =  Kostanta 
β  =  Koefisien Regresi 
e   =  Error Term 
Perhitungan dengan SPSS akan diperoleh keterangan atau hasil 




masalah penelitian. berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal 
tersebut, yakni : 
1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar 
kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R2 kecil 
berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variasi 
variabel dependen sangat terbatas dan sebaliknya apabila R2 besar berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 
variabel dependen besar. 
2) Uji F ( Uji Simultan) 
Menurut Ghozali (2012 : 98) uji statatistik F pada dasarnya 
menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang 
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama2 terhadap 
variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesa : Ho : b = 0, 
maka langkah – langkah yang akan digunakan untuk menguji hipotesa 
tersebut dengan uji F adalah sebagai berikut: 
a) Menentukan Ho dan Ha 
Ho : β1 = β2 = β3 = β4= 0 ( tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel independen dan variabel dependen) 
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4= 0 ( terdapat pengaruh yang signifikan 
antara variabel independen dan variabel dependen) 




 Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05 
c) Melihat nilai F ( F hitung ) 
                 Melihat F hitung dengan melihat output (tabel anova) SPSS dan      
                      membandingkannya dengan  F tabel. 
d) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho, dengan 
melihat tingkat probabilitasnya, yaitu : 
 Jika Signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 
 Jika Signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 
3) Uji t ( Uji Parsial ) 
Menurut Ghozali (2012 : 98) Uji beda t-test digunakan untuk menguji 
seberapa jauh pengaruh variabel independn yang digunakan dalam 
penelitian ini secara individual dalam menerankan variabel secara parsial.  
Untuk menguji koefisien hipotesis : Ho = 0. untuk itu langkah yang 
digunakan untuk menguji hipotesa tersebut dengan uji t adalah sebagai 
berikut: 
a) Menentukan Ho dan Ha 
  Ho : β1 = β2 = β3 = β4= 0 ( tidak terdapat pengaruh yang       
signifikan antara variabel independen dan variabel dependen) 
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4= 0 ( terdapat pengaruh yang signifikan      
antara variabel independen dan variabel dependen) 
b) Menentukan Level of Significance 
 Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05 




 Melihat nilai t hitung dan membandingkannya dengan t tabel. 
d) Menentukan Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho 
sebagai berikut: 
Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 
Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 
H. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib 
pajak. Kesadaran aktif merupakan kesadaran berkenaan dengan perencanaan 
kemungkinan yang akan terjadi, sedangkan kesadaran pasif berkaitan 
dengan sikap pribadi yang menerima setiap kejadian. Kesadaran wajib pajak 
dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran aktif, 
perencanaan yang efektif dalam mematuhi kewajibannya membayar pajak 
(Tahar dan Rachman, 2014). Wajib pajak seharusnya mengetahui ada 
manfaat yang akan dirasakan ketika membayar pajak karena pajak tersebut 
akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tentunya wajib pajak itu 
sendiri. Adanya kesadaran akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
2. Variabel Independen (X) 
Variabel independenden dalam penelitian ini sebagai berikut:  
a. Tax Evasion Understanding 
Tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Tax evasion 




wajib pajak agar tidak melakukan hal tersebut. Mira (2016) mengatakan, tax 
evasion merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, 
menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri 
untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut 
aturan perundang-undangan. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai 
perpajakan merupakan faktor potensial bagi pemerintah untuk 
meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, maka dengan adanya 
tingkat pemahaman perpajakan seseorang yang baik akan dapat 
melaksanakan sesuatu dengan baik pula. 
b. Tax Morale 
Tax morale atau moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, 
namun lebih kepada sikap dan pendirian individu dan dapat dilihat sebagai 
kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi 
kepada masyarakat dengan membayar pajak (Khaerunnisa dan Wiratno, 
2014). Kajian tentang tax morale ini merupakan bagian dari paham non-
ekonomi sebagaimana disebutkan sebelumnya, atau dikenal juga sebagai 
fiscal psychology. Para peneliti banyak melakukan riset untuk mengetahui 
faktor-faktor apa selain faktor ekonomi yang menentukan kesadaran dan 
kepatuhan wajib pajak, termasuk di dalamnya  adalah  status  demografis  
Wajib  Pajak (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan), faktor sosial 
ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan. 




Variabel moderating dalam penelitian ini adalah maqasid al-syariah. 
Secara substansial tujuan syariat yang kita sebut dengan Maqashid Al-
Syariah mengandung kemaslahatan (Firdaus, 2018). Ditinjau dari ruang 
lingkup ushul fiqh dijelaskan bahwa maqasid al-syariah merupakan maksud 
dan tujuan diturunkannya syariat Islam, namun pada dasarnya maqasid al-
syariah selalu mengalami perkembangan dari makna yang sederhana sampai 
pada makna yang lebih universal. Secara istilah, Maqasid Syariah adalah 
tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. 
Banyaknya yang mendefinisikan bahwa maqasid al-syariah itu sendiri 
adalah untuk menggapai manfaat dan menolak mafsadat, atau dalam artian 
untuk memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan. 
Tabel 3.2 
Kriteria Penentuan Variabel Moderating 
No. Tipe Moderasi Koefisen 
1 Pure Moderasi 
 b2 Tidak Signifikan 
 b3 Signifikan 
2 Quasi Moderasi 
 b2 Signfikan 
 b3 Signifikan  
3 Homologiser Moderasi 
 b2 Tidak Signifikan 
 b3  Tidak Signifikan 
4 Prediktor Moderasi 
 b2 Signifikan 
 b3 Tidak Signifikan 
Sumber : Ghozali (2013) 
Keterangan : 
b2 :  variabel maqasid al-syariah 
     b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (tax evasion 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon I di bawah Kementerian 
Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 
standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih 
lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi: 
1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan 
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan 
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
perpajakan 
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan; 
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
perpajakan; 
6. Pelaksanaan administrasi Ditjen Pajak; serta 
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 
Lingkup bidang perpajakan yang dikelola Ditjen Pajak meliputi adminsitrasi 
pemungutan/pengumpulan pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak 
Bumi dan Bangunan selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta Bea Meterai.  
1. Nilai-nilai 
Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak mengusung 




pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap. 
Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan 
Nilai Makna Perilaku Utama 
Integritas Berpikir, berkata, berperilaku, dan 
bertindak dengan baik dan benar 
serta memegang teguh kode etik 
dan prinsip-prinsip moral. 
 Bersikap jujur, tulus 
dan dapat dipercaya 
 Menjaga martabat 
dan tidak melakukan 
hal-hal tercela 
Profesionalisme Bekerja tuntas dan akurat atas dasar 
kompetensi terbaik dengan penuh 
tanggung jawab dan komitmen 
yang tinggi. 
 Memiliki keahlian 
dan pengetahuan 
yang luas 
 Bekerja dengan hati 
Sinergi Membangun dan memastikan 
hubungan kerjasama internal yang 
produktif serta kemitraan yang 
harmonis dengan para pemangku 
kepentingan, untuk menghasilkan 
karya yang bermanfaat dan 
berkualitas. 
 Memiliki sangka 
baik, saling percaya, 
dan menghormati 
 Menemukan dan 
melaksanakan solusi 
terbaik 
Pelayanan Memberikan layanan yang 
memenuhi kepuasan pemangku 
kepentingan yang dilakukan dengan 






sepenuh hati, transparan, cepat, 
akurat, dan aman. 
kepentingan 
 Bersikap proaktif dan 
cepat tanggap 
Kesempurnaan Senantiasa melakukan upaya 
perbaikan di segala bidang untuk 
menjadi dan memberikan yang 
terbaik. 





2. Visi dan Misi 
1. Visi 
Adapun visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi 
Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi 
Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”. 
2. Misi 
Adapun misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjamin 
penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 
1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak 
sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil 
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan 
pemenuhan kewajiban perpajakan 





4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen 
kinerja. 
3. Tugas dan Fungsi 
Tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam mengemban tugas 
tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:  
a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan 
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
perpajakan 
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan 
e. Pelaksanaan administrasi DJP. 
Selain berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.01/2015, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat 
Jenderal Pajak juga berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
210/PMK.01/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
212/PMK.01/2017. Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit 
kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 
direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas 




Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Pusat 
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). 
Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 
dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan 
segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu: 
a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib 
pajak besar nasional. 
b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar 
regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan 
orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk 
bursa. 
c. KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi. 
KPP Pratama Makassar Barat merupakan salah satu unit kerja 
direktorat jenderal pajak kementerian keuangan republik Indonesia, yang 
berada langsung di bawah kantor wilayah direktorat jenderal pajak sulawesi 
selatan, barat dan tenggara. KPP Pratama Makassar Barat  adalah unit yang 
menjalankan tugas untuk menangani wajib pajak yang berdomisili di 
Kecamatan Tamalate, Mamajang. Mariso dan Ujung Pandang. KPP Pratama 
Makassar Barat memiliki pegawai laki-laki 65 orang dan perempuan 44 
orang. Total keseluruhan sekitar 109 orang yang terdiri dari 57 orang 
pegawai berumur sekitar 35 tahun, 44 pegawai berumur 36-50 tahun dan 9 




Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat dibagi menjadi beberapa 
bagian sesuai dengan potensi dari wilayah tersebut. Kecamatan Ujung 
Pandang memiliki potensi kerajinan, industri dan perdagangan emas, 
Kecamatan Tamalate memiliki potensi konstruksi dan real estate, 
Kecamatan Mamajang memiliki potensi perdagangan, otomotif, jasa 
perhotelan dan mall, serta Kecamatan Mariso memiliki potensi pariwisata, 
perikanan dan perdagangan. KPP Pratama Makassar Barat beralamatkan di 
Jalan Balaikota Nomor 15, Kota Makassar. 
4. Sumber Daya Manusia 
Tabel 4.2 
Sumber Daya Manusia KPP Pratama Makassar Barat 
No. Bagian Jumlah Pegawai 
1 Kepala Kantor 1 Orang 
2 Sub. Bagian Umum & KI 10 Orang 
3 Seksi PDI 6 Orang 
4 Seksi Pelayanan 16 Orang 
5 Seksi Penagihan 4 Orang 
6 Seksi Pemeriksaan 3 Orang 
7 Seksi Ekstensifikasi 7 Orang 
8 Seksi Wakson I 10 Orang 
9 Seksi Wakson II 11 Orang 
10 Seksi Wakson III 11 Orang 
11 Seksi Wakson IV 12 Orang 




B. Hasil Penelitian 
I. Karakteristik Responden 
Adapun jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner 
dengan pembagian sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Data Distribusi Kuesioner 
No Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase 
1 Kuesioner yang disebarkan 100 100 % 
2 Kuesioner yang tidak kembali 8 8% 
3 Kuesioner yang kembali 83 83% 
4 Kuesioner yang cacat 9 9% 
5 Kuesioner yang dapat diolah 83 83% 
n sampel = 100 
Responden Rate = (83/100) x 100% =83% 
Sumber: Data primer yang diolah (2020) 
Tabel 4.3 menunjukan bahwa kuesioner yang disebar berjumlah 100 
rangkap dan jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat diolah adalah 
sebanyak 83 rangkap atau tingkat pengambilan yang diperoleh adalah 83% 
dari total dari kuesioner yang disebarkan, sedangkan kuesioner yang tidak 
kembali berjumlah 8 rangkap dan kuesioner yang cacat atau tidak dapat 
diolah berjumlah 9 rangkap. 
Terdapat 7 karakteristik responden yang dumasukan dalam penelitian 
ini, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama bekerja, jenis 




responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data 
responden sebagai berikut: 
a. Jenis Kelamin 
Tabel  4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Presentasi 
1 Laki-laki 38 46% 
2 Perempuan 45 54% 
Jumlah 83 100% 
Sumber : Data primer dioleh (2020) 
  
Table 4.4 menunjukan bahwa jumlah responden yang paling banyak 
adalah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 38 orang atau 
sebesar 46% sedangkan sisanya yakni 45 orang atau sebesar 54% 
merupakan responden laki-laki. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak 
didominasi oleh perempuan. 
b. Umur 
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
No Usia   Jumlah Persentase 
1 <25 Tahun 16 19% 
2 25-35 Tahun 37 46% 
3 36-45 Tahun 17 20% 
4 45-55 Tahun 8 9% 
5 >55 Tahun 5 6% 
Jumlah 83 100% 




Table 4.5 menunjukan usia responden dalam penelitian ini sebagaian 
besar berumur antara 25-35 tahun yaitu sebanyak 37 responden atau sebesar 
46%, usia 36-45 tahun sebanyak 17 responden atau sebesar 20%, 
dilanjutkan dengan umur <25 tahun tahun sebanyak 16 responden atau 
sebesar 19%, kemudian umur 45-55 tahun sebanyak 8 responden atau 
sebesar 6% dan usia dari >55 tahun sebanyak 5 responden atau sebesar 6%. 
c. Tingkat Pendidikan  
Table 4.6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
1 SMA 9 11% 
2 D3 11 14% 
3 S1 47 56% 
4 S2 16 19% 
5 S3 0 0% 
Jumlah 83 100% 
Sumber: Data primer dioleh (2020) 
 
Table 4.6 menunjukan bahwa tingkat pendidikan responden 
didominasi oleh pendidikan S1 sebanyak 47 orang atau sebesar 56%, 
kemudian responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 16 orang atau 
sebesar 19%, lalu responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 11 
orang atau sebesar 14% sedangkan responden dengan tingkat pendidikan 
SMA sebanyak 9 orang atau sebesar 11%, sedangkan responden dengan 





d. Lama bekerja  
Table 4.7 
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja  
No Lama Bekerja Jumlah Persentase 
1 <5 Tahun  39 48% 
2 5-15 Tahun 41 49% 
3 16-25 Tahun 2 2% 
4 >25 Tahun 1 1% 
Jumlah 83 100% 
Sumber: Data primer diolah (2020) 
 
Table 4.7 menunjukan tingkat masa kerja responden yang paling 
banyak berada  pada 5-15 tahun yaitu sebanyak 41 responden atau sebesar 
49%. Masa kerja <5 tahun yaitu sebanyak 39 responden atau sebesar 48%, 
masa kerja 16-25 tahun yaitu sebanyak 2 responden atau sebesar 2%, dan 
masa kerja >25 tahun sebanyak 1 responden atau sebesar 1%.  
e. Jenis Pekerjaan 
Table 4.8 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 
1 Pegawai Negeri Sipil 27 33% 
2 Pegawai Swasta 41 49% 
3 Wirausaha 12 14% 
4 Lainnya 3 4% 
Jumlah 83 100% 
Sumber: Data primer diolah (2020) 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden yang paling 




sebesar 49%, lalu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 27 responden 
atau sebesar 33%, sedangkan wirausaha dengan jumlah 12 responden atau 
sebesar 14% dan pekerjaan lainnya sebanyak 3 responden atau sebesar 4%.  
f. Pendapatan Per Tahun 
Table 4.9 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Tahun 
No Pendapatan Per Tahun Jumlah Persentase 
1 <5 Juta 0 0% 
2 5-15 Juta 11 13% 
3 16-25 Juta 24 29% 
4 >25 Juta 48 58% 
Jumlah 83 100% 
Sumber: Data primer diolah (2020) 
 
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pendapatan per tahun responden yang 
paling mendominasi adalah >25 juta rupiah dengan jumlah responden 
sebanyak 48 responden atau sebesar 58%, kemudian 16-25 juta rupiah 
dengan jumlah 24 responden atau sebesar 29%, lalu 5-15 juta rupiah dengan 
jumlah 11 responden atau sebesar 13% dan responden dengan pendapatan 










g. Pengetahuan Pajak 
Table 4.10 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak 
No Pengetahuan Jumlah Persentase 
1 Brevet 2 2% 
2 Penyuluhan Pajak 30 36% 
3 Tidak Ada 51 62% 
4 Lainnya 0 0% 
Jumlah 83 100% 
Sumber: Data primer diolah (2020) 
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa penelitian dengan pengetahuan pajak 
didominasi oleh responden yang tidak memiliki pengetahuan dengan jumlah 
51 responden atau sebesar 62%, lalu responden yang telah mengikuti 
penyuluhan pajak dengan jumlah responden 30 atau sebesar 36%, dan 
responden dengan pengetahuan pajak brevet sebanyak 2 responden atau 
sebesar 2%. 
2. Hasil Analisis 
Tabel 4.11 
Tabel Deskriptif 
                                                 Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Tax Evasion 
Understanding 
83 14 25 22,23 2,421 
Tax Morale 83 13 20 18,02 1,981 
Kesadaran Wajib Pajak 83 18 25 22,92 2,171 
Maqasid Al-Syariah 83 12 25 21,93 2,299 
Valid N (listwise) 83     




Berdasarkan tabel 4.11, hasil analisis dengan menggunakan statistik 
deskritif terhadap tax evasion understanding menunjukan nilai minimum 14, 
nilai maksumum sebesar 25, mean (rata-rata) sebesar 22,23 dengan standar 
deviasi sebesar 2,421. Selanjutnya hasil analisis terhadap variabel tax 
morale menunjukan nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 20, 
mean (rata-rata) sebesar 18,02 dengan standar deviasi sebesar 1,981. 
Selanjutnya variabel kesadaran wajib pajak menunjukan hasil minimum 18, 
nilai maksimum sebesar 25, mean (rata-rata) sebesar 22,92 dengan standar 
deviasi sebesar 2,171. Variabel maqasid al-syariah menunjukan hasi 
minimum sebesar 12, maksimum senilai 25, mean (rata-rata) senilai 21,93 
dengan standar deviasi sebesar 2,299.  
1. Analisis Deskriptif Variabel Tax Evasion Understanding 
Analisa dekripsi terhadap variabel tax evasion understanding terdiri 
dari 5 item pernyataan yang dilakukan dari hasil pernyataan responden. 
Nilai rata-rata hasi pernyataan responden dapat dilihat sebagai berikut:  
Tabel 4.12 






STS TS RR S SS Skor 
X1.1 0 0 2 28 53 383 4,61446 
X1.2 0 2 10 21 50 368 4,43373 
X1.3 0 2 9 30 42 361 4,3494 
X1.4 0 1 4 33 45 371 4,46988 
X1.5 0 0 12 29 42 362 4,36145 
Rata-rata Keseluruhan 4,445783 
Sumber: Data Primer diolah(2020) 
Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 83 orang 




pernyataan pada variabel tax evasion understanding (X1) nilai frekuensi 
tertinggi berada pada nilai “sangat setuju dengan jumlah 53 pada pernyataan 
pertama (X1.1) bahwa wajib pajak harus memahami haknya sebagai wajib 
pajak akan melaporkan pajaknya, artinya semua wajib pajak yang terdaftar 
di KPP Pratama Makassar Barat memahami akan kewajibannya sebagai 
wajib pajak. Pada variabel tax evasion understanding berada pada skor 
tertinggi 383. Hal ini berarti persepsi yang cukup baik terhadap pemahaman 
mengenai tax evasion understanding. Pada variabel tax evasion 
understanding, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,61446 berada 
pada item pernyataan pertama.  
2. Analisis Deskriptif Tabel Tax Morale 
Analisa dekripsi terhadap variabel tax morale terdiri dari 4 item 
pernyataan yang dilakukan dari hasil pernyataan responden. Nilai rata-rata 
hasi pernyataan responden dapat dilihat sebagai berikut:  
Tabel 4.13 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Tax Morale 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi Presentase   
Mean 
STS TS RR S SS SKOR 
X2.1 0 1 3 16 63 390 4,6988 
X2.2 0 0 5 21 57 384 4,62651 
X2.3 0 1 4 30 48 374 4,50602 
X2.4 0 0 17 33 33 348 4,19277 
Rata-rata Keseluruhan 4,50602 
Sumber: Data Primer diolah(2020) 
Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 83 orang 
responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item 




pada nilai sangat setuju dengan jumlah 63 pada pernyataan pertama (X2.1) 
bahwa kepatuhan wajib pajak berada dalam kemdali wajib pajak, artinya 
semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat 
memahami perilaku patuh atau tidak patuh terhadap pembayaran pajak 
berada dalam kendali wajib pajak itu sendiri. Pada variabel tax morale 
berada pada skor tertinggi 390. Hal ini berarti persepsi yang cukup baik 
terhadap pemahaman mengenai moralitas pajak. Pada variabel tax morale, 
terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,6988 berada pada item 
pernyataan pertama. Responden terdiri dari wajib pajak.  
3. Analisis Deskriptif Variabel Maqasid Al-Syariah 
Analisa dekripsi terhadap variabel maqasid al-syariah terdiri dari 5 
item pernyataan yang dilakukan dari hasil pernyataan responden. Nilai rata-
rata hasi pernyataan responden dapat dilihat sebagai berikut:  
Tabel 4.14 






STS TS RR S SS SKOR 
Z.1 0 0 3 28 52 381 4,59036 
Z.2 0 1 3 39 40 367 4,42169 
Z.3 0 1 7 33 42 365 4,39759 
Z.4 0 4 18 44 17 323 3,89157 
Z.5 0 2 0 25 56 384 4,62651 
Rata-rata Keseluruhan 4,38554 
Sumber: Data Primer diolah (2020) 
Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 83 orang 
responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item 
pernyataan pada variabel maqasid al-syariah (Z) nilai frekuensi tertinggi 




(Z5) bahwa setiap manusia wajib menabung dari sebagian hasil kerjanya, 
artinya semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat 
memahami bahwa pemasukan yang mereka dapatkan dari gaji atau 
pendapatan lainnya seharusnya ditabung untuk kepentingan yang akan 
datang. Pada variabel maqasid al-syariah berada pada skor tertinggi 384. 
Hal ini berarti persepsi yang cukup baik terhadap pemahaman mengenai 
maqasid al-syariah. Pada variabel maqasid al-syariah, terlihat bahwa nilai 
indeks tertinggi sebesar 4,62651 berada pada item pernyataan kelima. 
Responden terdiri dari wajib pajak.  
4. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak 
Analisa dekripsi terhadap variabel kesadaran wajib pajak terdiri dari 5 
item pernyataan yang dilakukan dari hasil pernyataan responden. Nilai rata-
rata hasi pernyataan responden dapat dilihat sebagai berikut:  
Tabel 4.15 
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak 
Item 
Pernyataan 
Frekuensi Presentase   
Mean 
STS TS RR S SS SKOR 
Y.1 0 0 1 15 67 398 4,79518 
Y.2 0 1 1 27 54 329 3,96386 
Y.3 0 0 1 22 60 391 4,71084 
Y.4 0 0 7 26 50 375 4,51807 
Y.5 0 0 7 46 30 355 4,27711 
Rata-rata Keseluruhan 4,45301 
Sumber: Data Primer diolah (2020) 
Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa dari 83 orang 
responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item 
pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (Y) nilai frekuensi tertinggi 




(Y1) bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, artinya 
semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat 
memahami bahwa penerimaan dan pendapatan terbesar negara bersumber 
dari penerimaan pajak untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan negara. Pada 
variabel kesadaran wajib pajak berada pada skor tertinggi 398. Hal ini 
berarti persepsi yang cukup baik terhadap pemahaman mengenai kesadaran 
wajib pajak. Pada variabel kesadaran wajib pajak, terlihat bahwa nilai 
indeks tertinggi sebesar 4,79518 berada pada item pernyataan pertama. 
Responden terdiri dari wajib pajak.  
3. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik harus terlebih dulu dilakukan sebelum uji regresi 
berganda, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah asumsi-asumsi yang 
diperlukan adalah uji hipotesis sudah terpenuhi. Adapun uji asumsi klasik 
dalam penelitian ini adalah, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
a. Uji Normalitas  
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang 
digunakan untuk menguji hipotesis sudah terdistribusi normal atau tidak. 
Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu 
kolmogorov smirnov dan normal probability plot. Uji kolmogorov smirnov 
lebih sering digunakan karena mengahsilkan angka-angka yang lebih detail, 




normal apabila nilai probabilitas kolmogorov- smirnov lebih besar dari 0,05. 
Hasil uji kolmogorov smirnov  dapat dilihat pada table bawah: 
Table 4.16 
Tabel Uji Normalitas- One Sample Kolmogorov-Smirnov 














Test Statistic ,086 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,194 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Output SPSS 22(2020) 
 
Berdasarkan hasil uji normalitas-one sample kolmogorov-smirnov 
dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil uji statistik menggunakan nilai kolmogorov-smirnov, dari tabel 
4.16 dapat dilihat signifikansi nilai kolmogorov-smirnov yang diatas tingkat 
kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,194 hal tersebut menunjukkan bahwa data 
terdistribusi normal. 
b. Uji multikolinearitas 
Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 
yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear 
berganda. Multikolonearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara 




Salah satu cara untuk menguji adanya multikoloniearitas dapat dilihat dari 
Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan 











Tax Morale ,908 1,101 
Maqasid Al-Syariah ,849 1,178 
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 22(2020) 
Hasil uji multikolinearitas yang terdapat pada Tabel 4.17 
menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai untuk variabel-variabel 
independen penelitian tidak terdapat masalah multikolinearitas. Di mana 
variabel tax evasion understanding nilai 0,915, tax morale senilai 0,908, dan 
maqasid al-syariah senilai 0,849. Adapun nilai VIF untuk semua variabel 
memiliki nilai kecil dari 10, untuk variabel tax evasion understanding 
senilai 1,092, tax morale senilai 1,101, dan maqasid al-syariah senilai 
1,178. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas 
antar variabel independen karena semua nilai tolerance variabel lebih besar 
dari 0,10 dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari 10. 
c. Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 




pengamatan satu ke pengamatan yang lain atau tidak. Dalam uji ini 
diharapkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya gejala 
heteroskedastisitas secara grafik dapat dilihat dari pencaran data yang 
berupa titik-titik, apabila membentuk pola tertentu dan beraturan maka 
terjadi masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya jika pencaran data yang 
berupa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan 
dibawah sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil plot 
yang diperoleh seperti gambar di bawah ini menunjukkan bahwa titik-titik 
yang menyebar  secara acak dan tidak membentuk pola. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model yang 
diuji. 






Pengujian hanya melalui gambar akan tetap menimbulkan sifat 
kesubyekan. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan digunakan uji statistik 
Glejser yang juga dapat mendeteksi ada tidaknya masalah 
heteroskedastisitas. Pada uji Glejser, nilai absolut residual dijadikan sebagai 





H0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 
H1 : terdapat masalah heteroskedastisitas 
Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah H0 diterima jika 
nilai sig uji t > 0,05 atau dengan kata lain tidak terdapat masalah 
heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian Glejser: 
Table 4.18 
Hasil Uji Glejser 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,730 ,836  ,873 ,385 
Tax Evasion 
Understanding 
-,099 ,064 -,178 -1,551 ,125 
Tax Morale ,067 ,081 ,095 ,829 ,410 
Maqasid Al-Syariah -,050 ,073 -,081 -,684 ,496 
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
  Sumber: Output SPSS 22(2020) 
Hasil uji glejser pada tabel 4.18 di atas, data di simpulkan bahwa nilai 
probabilitas semua variabel independen berada diatas tingkat signifikan 0,05 
jadi data dalam penelitian ini terbatas dari gejala heteroskedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Table 4.19 
Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 ,308a ,095 ,061 ,14118 1,539 
a. Predictors: (Constant), Maqasid Al-Syariah, Tax Evasion 
Understanding, Tax Morale 
b. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 




Berdasarkan tabel 4.19, hasil pengujian dengan menggunakan uji 
Durbin-watson atas residual atas persamaan regresi diperoleh angka d 
hitung sebesar 1,539 sebagai pedoman umum Durbin-watson berkisar 0 dan 
4. Jika nilai uji statistik Durbin-watson lebih kecil dari satu atau lebih besar 
dari tiga maka residuals atau erroe dari model regresi berganda tidak bersifat 
independen atau terjadi autokorelasi. Jadi berdasaran uji statistik Durbin-
watson dalam penelitian ini berada di atas satu dan dibawah tiga (1,539) 
sehingga tidak terjadi autokorelasi.  
4. Uji Kualitas Data 
Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan 
akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari 
penggunaan instrumen penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji 
validitas dan uji reliabilitas. 
a. Uji Validitas  
Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya 
kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Untuk 
mengetahui item pernyataan itu valid atau tidak valid dengan melihat nilai 
Corrected Item Total Corelation. Apabila item pernyataan mempunyai r 
hitung > dari  tabel r maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini 
terdapat jumlah sampel (n) = 83 responden dan besarnya df dapat dihitung 
n-2 = 83-2 dengan df = 81 dan alpha = 0,05 didapat tabel r = 0,216. Jadi, 




lebih besar dari 0,216. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut: 
Tabel 4.20 
Hasil Uji Validitas 






X1.2 0,742 Valid 
X1.3 0,805 Valid 
X1.4 0,744 Valid 





X2.2 0,809 Valid 
X2.3 0,804 Valid 
X2.4 0,713 Valid 
Kesadaran 




Y2 0,815 Valid 
Y3 0,769 Valid 
Y4 0,843 Valid 






Z2 0,871 Valid 
Z3 0,786 Valid 
Z4 0,614 Valid 
Z5 0,578 Valid 
  Sumber: Data primer 2020 
Tabel 4.20 tersebut memperliatkan hasil bahwa seluruh item 
pernyataan yang diberikan kepada responden memiliki nilai koefisien positif 
dan lebih besar darapada r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa item-item 
pernyataan yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data 
lebih lanjut. 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatau kuesioner yang  




handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 
stabil dari waktu ke waktu.Uji reliabilitas data dilakukan dengan  
menggunakan metode Cronbach Alpha yakni suatu  instrumen  dikatakan  
reliabel  bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau 
lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut : 
Table 4.21 
Hasil Uji Realiabilitas 
No  Variabel  Cronbach’ 
Alpha 
Keterangan 
1 Tax Evasion 
Understanding 
0,723 Reliabel   
2 Tax Morale 0,751 Reliabel 
3 Kesadaran Wajib Pajak 0,837 Reliabel 
4 Maqasid Al-Syariah 0,748 Reliabel 
       Sumber: Data Primer diolah 2020 
Tabel 4.21 di atas menunjukan bahwa nilai cronbach alpha dari 
semua variabel lebih besar dari 0,06, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
instrument kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel tax 
evasion understanding, tax morale, kesadaran wajib pajak dan maqasid al-
syariah dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. 
5. Hasil Uji Hipotesis 
 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 
menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel 
independen (tax evasion understanding dan tax morale) terhadap variabel 




untuk menguji pengaruh moderasi maqasid al-syariah dengan menggunakan 
analisis moderasi dengan pendekatan uji interaksi (MRA). Uji hipotesis ini 
dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 22. 
a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2 
Pengujian hipotesis H1, dan H2  dilakukan dengan analisis regresi 
berganda untuk menguji pengaruh tax evasion understanding dan tax 
morale terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian tersebut 
ditampilkan sebagai berikut: 
Tabel 4.22 
Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,388a ,151 ,130 2,02524 
a. Predictors: (Constant), Tax Morale, Tax Evasion Understanding 
Sumber: Output SPSS 22 (2020) 
Berdasarkan tabel 4.22 Nilai R adalah 0,388 atau  38,8%  menurut 
pedoman interpretasi koefisien korelasi  berpengaruh  rendah karena berada 
pada 0,40–0,399. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai R  
dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 
varabel bebas (independent) dalam menerangkan variabel terikat 
(dependent). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R sebesar 0,388. Hal ini 
berarti bahwa 38,8% yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak 
dipengaruhi oleh variabel tax evasion understanding dan tax morale, 
sisanya sebesar 61,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti 










Df Mean Square f Sig. 
1 
Regression 58,282 2 29,141 7,105 ,001 
Residual 328,128 80 4,102   
Total 386,410 82    
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Tax Morale, Tax Evasion Understanding 
Sumber: Output SPSS 22 (2020) 
Berdasarkan table 4.23 diatas  dapat dilihat bahwa dalam pengujian  
regresi berganda menunjukkan  hasil f hitung sebesar 7,105 dengan tingkat 
signifikan 0,001 dibawah 0,05, dimana nilai f hitung 7,105 lebih besar dari f 
tabelnya sebesar 3,11. Berarti variabel tax evasion understanding dan tax 
morale besama-sama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. 
Table 4.24 
Hasil Uji t – Uji Parsial  






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,713 2,981  3,929 ,000 
Tax Evasion 
Understanding 
,248 ,093 ,277 2,684 ,009 
Tax Morale ,315 ,113 ,288 2,789 ,007 
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 22 (2020) 
Berdasarkan table 4.24 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai 
berikut: 





       Y          = Kesadaran Wajib Pajak 
       X 1        = Tax Evasion Understanding 
       X2           = Tax Morale 
 β1, β2,             = Koefisien regresi 
 e               = Standar error 
Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:  
a) Nilai konstanta sebesar 11,713 mengindikasikan bahwa jika variabel  
independen (tax evasion understanding dan tax morale)  adalah nol 
maka kesadaran wajib pajak akan berjumlah sebesar 11,713. 
b) Koefisien regresi variabel tax evasion understanding (X1) sebesar 
0,248 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu variabel tax 
evasion understanding maka akan menaikkan nilai kesadaran wajib 
pajak sebesar 0,248. 
c) Koefisien regresi vaiabel tax morale (X2) sebesar 0,315 
mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu variabel tax morale 
maka akan menaikkan nilai kesadaran wajib pajak sebesar 0,315. 
Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, dan H2) yang diajukan 
dapat dilihat sebagai berikut: 
1. Tax evasion understanding berpengaruh dalam meningkatkan        
kesadaran wajib  pajak. 
Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel tax evasion 
understanding memiliki t hitung> t tabel yaitu t hitung sebesar 2,684 
sementara t tabel dengan sig. α= 0,05/2= 0,025 (2 tailed) dan df(n-2-1)= 83-




dan tingkat signifikan 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. 
Hal ini berarti tax evasion understanding berpengaruh signifikan dalam 
meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan arah yang positif. Dengan 
demikian, hipotesis pertama menyatakan bahwa tax evasion understanding 
meningkatkan kesadaran wajib pajak terbukti atau diterima. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa tax evasion understanding yang dimiliki oleh wajib 
pajak berdampak terhadap kesadaran wajib pajak, semakin tinggi tax 
evasion understanding wajib pajak, maka akan meningkatkan kesadaran 
wajib pajak. Dengan demikian apabila wajib pajak memiliki tax evasion 
understanding yang baik, maka semakin meningkat kesadaran wajib pajak 
di Kota Makassar khususnya pada tempat penelitian di KPP Pratama 
Makassar Barat.  Penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat akan 
semakin meningkat untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan 
dan belanja negara. 
2. Tax morale berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. 
Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel tax morale 
memiliki t hitung> t tabel yaitu t hitung sebesar 2,789 sementara t tabel 
dengan sig. α= 0,05/2= 0,025 (2 tailed) dan df(n-2-1)= 83-2-1=80 sebesar 
1,999 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,315 dan tingkat 
signifikan 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima. Hal ini berarti 
tax morale berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesadaran wajib 
pajak dengan arah yang positif. Dengan demikian, hipotesis kedua 




terbukti atau diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax morale 
yang dimiliki oleh wajib pajak berdampak terhadap kesadaran wajib pajak, 
semakin tinggi tax morale  wajib pajak, maka akan meningkatkan kesadaran 
wajib pajak. Dengan demikian apabila wajib pajak memiliki tax morale 
yang baik maka semakin meningkat kesadaran wajib pajak di Kota 
Makassar khususnya pada tempat penelitian di KPP Pratama Makassar 
Barat. 
b. Hasil Uji Regresi Moderasi Dengan Nilai Selisi Mutlak terhadap 
Hipotesis Penelitian H4, dan  H5  
Pengujian hipotesis H4 dan H5 dilakukan dengan analisis regresi 
moderasi Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil pengujian tersebut 
disajikan sebagai berikut: 
Tabel 4.25 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,494a ,244 ,195 1,948 
a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Tax Evasion Understanding, 
X1_M, Zscore:  Tax Morale, Zscore:  Maqasid Al-Syariah 
       Sumber: Output SPSS 22 (2020) 
Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.25 menunujukan nilai R 
Square dari model regresi moderasi digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar kemampuan variabel moderasi dalam menjelaskan variabel bebas 
(independen) dari variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen yang didukung dengan 




ini menunjukan bahwa 24% kesadaran wajib pajak dipengaruhi dengan 
variabel tax evasion understanding dan tax morale  yang dimoderasi oleh 
maqasid al-syariah. Sisanya sebesar 76% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
Tabel 4.26 











94,195 5 18,839 4,964 ,001 
Residual 292,215 77 3,795   
Total 386,410 82    
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Tax Evasion Understanding, 
X1_M, Zscore:  Tax Morale, Zscore:  Maqasid Al-Syariah 
      Sumber: Output SPSS 22 (2020) 
Berdasarkan pada Tabel 4.26 di atas dapat dilihat bahwa dalam 
pengujian regresi moderasi menunjukkan hasil f hitung sebesar 4,964 
dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Perolehan 
tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 5% (α=0,05) dan nilai F-hitung 
sebesar 4,964 lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3,11. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel tax evasion understanding dan tax morale 
secara besama-sama atau simultan berpengaruh dalam meningkatkan 



















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 22,300 ,491  45,381 ,000 
Zscore:  Tax 
Evasion 
Understanding 
,680 ,227 ,313 3,000 ,004 
Zscore:  Tax 
Morale 
,744 ,239 ,343 3,114 ,003 
Zscore:  Maqasid 
Al-Syariah 
,616 ,263 ,284 2,342 ,022 
X1_M -,019 ,277 -,008 -,070 ,945 
X2_M ,632 ,307 ,234 2,057 ,043 
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 22 (2020) 
Tabel 4.28 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,566 3,151  3,670 ,000 
Tax Evasion 
Understanding 
,259 ,093 ,289 2,772 ,007 
Maqasid Al-
Syariah 
,255 ,098 ,270 2,593 ,011 
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13,993 2,804  4,991 ,000 
Tax Morale ,263 ,117 ,240 2,252 ,027 
Maqasid Al-
Syariah 
,191 ,101 ,202 1,894 ,062 
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS 22 (2020) 
Berdasarkan pada Tabel 4.27 di atas hasil interpretasi dan pembahasan 
atas hipotesis penelitian (H4 dan H5) dapat dilihat sebagai berikut: 
a) Maqasid al-syariah memperkuat tax evasion understanding dalam 
meningkatkan kesadaran wajib pajak 
Hasil uji MRA yang tersajikan pada tabel 4.27 menunjukkan bahwa 
variabel moderating X1_M memiliki t hitung < t tabel, yaitu t hitung sebesar  
-0,70 sementara pada t tabel yakni sebesar 1,999 dengan tingkat signifikansi 
0,945 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria penentu moderasi, karena 
koefisien b2 signifikan dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel 
maqasid al-syariah termasuk dalam kategori Prediktor Moderasi. 
Hal ini menunjukkan bahwa variabel maqasid al-syariah merupakan 
variabel yang tidak mampu memperkuat dampak hubungan variabel tax 
evasion understanding dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Oleh 
karena itu, hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini tidak 




b) Maqasid al-syariah memperkuat tax morale dalam meningkatkan 
kesadaran wajib pajak 
Hasil uji MRA yang tersajikan pada tabel 4.27 menunjukkan bahwa 
variabel moderating X2_M memiliki t hitung > t tabel, yaitu t hitung sebesar 
2,057  sementara pada t tabel yakni sebesar 1,999 dengan tingkat 
signifikansi 0,043 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria penentu 
moderasi, karena koefisien b2 signifikan dan b3 signifikan, maka 
penggunaan variabel maqasid al-syariah termasuk dalam kategori Quasi 
Moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel maqasid al-syariah 
merupakan variabel yang mampu memperkuat dampak  hubungan variabel  
tax morale terhadap kesadaran wajib pajak.  Oleh karena itu, hipotesis 
keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima. 
C. Pembahasan Penelitian 
1. Pengaruh Tax Evasion Understanding dalam Meningkatkan 
Kesadaran Wajib Pajak. 
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah  tax 
evasion understanding meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hasil analisis 
regresi linear berganda menunjukkan bahwa  tax evasion understanding 
berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan arah yang 
positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa wajib pajak memiliki tax 
evasion understanding yang tinggi sehingga sebagaian besar wajib pajak 
yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat menganggap bahwa dengan 




menyadari dampak dari perilaku tersebut akan merugikan negara karena 
pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara untuk membiayai 
sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah.  
Berdasarkan penelitian ini, sebagian wajib pajak telah memahami 
pembayaran yang dilakukan adalah untuk membiayai keperluan-keperluan 
masyarakat itu sendiri khususnya wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki 
pemahaman terhadap penggelapan pajak yang rendah, maka penerimaan 
pajak negara akan kecil dan akan sulit untuk membiayai kebutuhan dan 
pengeluaran negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tax evasion 
understanding dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sejalan dengan 
teori TPB. Apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang 
dimiliki maka akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nirajenani dan Aryani, 
2018). Theory of planned behavior relevan untuk menjelaskan perilaku 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan kesadaran perpajakannya. 
Berdasarkan theory of planned behavior, wajib pajak menyadari bahwa 
pentingnya membayar pajak untuk mendukung penyelenggaraan negara. 
Hal tersebut berarti pemahaman perpajakan yang baik dapat mencegah 
individu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak karena individu yang 
memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang baik akan cenderung 
mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan terhindar dari sanksi-
sanksi yang ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 




wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial bagi 
pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak 
patuh akan kewajibannya, maka kesadaran wajib pajak secara otomatis akan 
wujud dalam diri wajib pajak dan kesadaran tersebut akan meningkat.  
2. Pengaruh Tax Morale dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak 
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah  tax 
morale meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hasil analisis regresi linear 
berganda menunjukkan bahwa  tax morale berpengaruh signifikan terhadap 
kesadaran wajib pajak dengan arah yang positif. Tax morale berkaitan 
dengan komitmen wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan 
patuh terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan 
penelitian ini, sebagian wajib pajak mengganggap bahwa ketika memiliki 
moralitas pajak yang baik maka akan memberikan dampak terhadap 
kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan 
menyadari bahwa pajak yang dikeluarkan meskipun tidak secara langsung 
mendapatkan imbalannya tetapi akan dirasakan manfaatnya untuk masa 
yang akan datang.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan theory of planned behavior dimana 
wajib pajak memilki kesadaran untuk membayar pajak. Berdasarkan teori 
TBP, wajib pajak menyadari dengan membayar pajak wajib pajak 
menginginkan adanya timbal balik atau imbalan dari sejumlah uang yang 
telah dikeluarkan. Sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika 




pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan 
tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan penggelapan pajak, 
menjadi rendah. Hasil dari penelitian sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Khaerunnisa dan Wiratno (2014) yang mengatakan bahwa 
indikator moralitas pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan 
pajak, hal ini dikarenakan indikator-indikator tersebut akan memberikan 
motivasi instrinsik untuk melakukan kewajiban perpajakannya.  
3. Maqasid Al-Syariah Memperkuat Tax Evasion Understanding dalam 
Meningkat Kesadaran Wajib Pajak 
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
maqasid al-syariah memperkuat tax evasion understanding dalam 
meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hasil analisis regresi moderasi dengan 
pendekatan selisih mutlak menunjukkan variabel moderating maqasid al-
syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. 
Berdasarkan kriteria penentu moderasi, karena koefisien b2 signifikan dan 
koefisien b3 tidak signifikan, maka variabel maqasid al-syariah termasuk 
Prediktor moderasi. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki kesadaran 
dan kemauan yang rendah untuk melaksanakan tanggung jawabnya, 
meskipun wajib pajak mengetahui bahwa adanya tuntutan untuk membayar 
pajak juga untuk kebutuhan dan kemaslahatan umat. Penelitian yang 
dilakukan oleh Agustiningsih (2016) menunjukkan bahwa dalam prakteknya 
masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan 




peraturan perpajakan yang berlaku dan masih ada beberapa wajib pajak 
yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan 
berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Kurniawati dan Toly (2014) yang menunjukkan wajib pajak yang 
melakukan penggelapan pajak akan mengabaikan ketentuan formal 
perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau 
mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar dan dikarenakan perilaku 
wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak,  
dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri, meskipun wajib pajak 
mengetahui pembayaran yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas 
tetapi tergantung apakah wajib pajak tersebut mau patuh atau tidak patuh. 
Maqasid syariah dalam hal ini tidak dapat memperkuat pemahaman wajib 
pajak terkait dengan penggelapan pajak karena perilaku yang dilakukan oleh 
wajib pajak disebabkan oleh niat wajib pajak itu sendiri. Hal ini sejalan 
dengan teori atribusi yang berhubungan dengan sikap wajib pajak, 
kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor 
internal yang membuat seseorang dapat mengambil keputusannya atau 
dengan kata lain sikap dan tindakan wajib pajak sangat tergantung pada 
perilaku masing-masing individu (Arifah dkk., 2017).  
4. Maqasid Al-Syariah Memperkuat Tax Morale dalam Meningkatkan 




Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
maqasid al-syariah memperkuat tax morale dalam meningkatkan kesadaran 
wajib pajak. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan selisih 
mutlak menunjukkan variabel moderating maqasid al-syariah berpengaruh 
signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan arah yang positif. 
Berdasarkan kriteria penentu moderasi, karena koefisien b2 signifikan dan 
koefisien b3 signifikan, maka variabel maqasid al-syariah termasuk Quasi 
moderasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Khaerunnisa dan Wiratno (2014) yang mengatakan bahwa tax morale atau 
moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada 
sikap dan pendirian individu dan dapat dilihat sebagai kewajiban moral 
untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat 
dengan membayar pajak untuk mencapai kesejahteraan. Theory of planned 
behavior sejalan dengan hasil penelitian ini. Wajib pajak yang sadar 
pentingnya membayar pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya dan 
memotivasi lingkungan sekitar untuk berperilaku patuh pajak.   
Proses pencapaian kesejahteraan ataupun tujuan ini, hal yang penting 
untuk diperhatikan adalah metode pencapaiannya yaitu maqasid syariah. 
Sebagaimana, tujuan akhir yang harus terealisasi adalah diaplikasikannya 
syariat untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di 
muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di 
akhirat (Mutakin, 2017). Menurut Putra (2017), Maqasid memiliki peran 




peran ini mengacu pada tujuan syariah di bidang keuangan, transaksi bisnis 
dan tujuan keseluruhan syariah bagi kekayaan seperti yang telah disebutkan 





























Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang 
telah diutraikan mengenai pengaruh tax evasion understanding dan tax morale 
dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan penguatan maqasid al-
syariah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tax evasion understanding mempengaruhi peningkatan kesadaran 
wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat mengganggap 
bahwa dengan memiliki pemahaman terhadap penggelapan pajak 
dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. 
2. Tax morale mempengaruhi peningkatan kesadaran wajib pajak. Tax 
morale  berkaitan dengan perilaku wajib pajak untuk melakukan 
tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Wajib pajak yang 
memiliki moralitas pajak yang baik akan sadar terhadap tanggung 
jawabnya sebagai wajib pajak. 
3. Maqasid al-syariah tidak memperkuat tax evasion understanding 
dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan 
bahwa pemahaman penggelapan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak 
tidak dapat diperkuat dengan maqasid al-syariah untuk meningkatkan 
kesadaran wajib pajaknya. 
4. Maqasid al-syariah memperkuat tax morale dalam meningkatkan 




syariah memberikan dampak yang positif terhadap moralitas wajib 
pajak untuk membayar pajaknya karena wajib pajak menyadari bahwa 
pembayaran pajak yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan 
masyarakat. 
B. Keterbatasan Penelitian 
1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada tax 
evasion understanding, tax morale, kesadaran wajib pajak dan 
maqasid al-syariah, diharapkan kedepannya muncul variabel-variabel 
baru. 
2. Adapun kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 kuesioner sehingga 
sebagian wajib pajak yang lainnya tidak memperoleh kesempatan 
dalam mengisi kuesioner penelitian. 
3. Penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua wajib pajak 
di KPP Pratama Makassar Barat karena responden yang dipilih 
merupakan wajib pajak yang berada pada saat penelitian. 
C. Implikasi Penelitian 
1. Bagi pihak pemerintah diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 
pelaksanaan penerapan sistem perpajakan kedepannya agar wajib 
pajak lebih paham akan tugasnya dan perilaku penyimpangan seperti 
tax evasion ini dapat diminimalisir. 
2. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
acuan bagi wajib pajak untuk melaksanakan tugasnya dalam 




3. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk 
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A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama (boleh tidak diisi) : ....................................................... 
2. Umur :         <25 Tahun             25-35 Tahun            
        36-45 Tahun         46-55 Tahun          
        >55 Tahun  
3. Jenis Kelamin :       Pria             Wanita 
4. Pendidikan Terakhir :          SMA           D3         S1                 
           S2              S3    
5. Lama Bekerja :      <5Tahun               6-15 Tahun          
                                                                               16-25 Tahun       >25 Tahun 
6. Jenis Pekerjaan :          PNS                     Pegawai Swasta 
              Wirausaha         
7. Pendapatan Per Tahun :          <5 Juta                5-15 Juta           
                                                                               16-25 Juta          >25 Juta  
8. Pengetahuan Pajak :           Brevet              Penyuluhan Pajak 
           Tidak ada           
Cara Pengisian Kuesioner 
   Bapak/Ibu cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban yang 
tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataan mengharapkan 
hanya satu jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan 
pendapat yang diberikan :  
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Ragu-Ragu/Netral 
4 = Setuju 




















Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
1 
Wajib pajak harus memahami 
haknya sebagai wajib pajak akan 
melaporkan pajaknya. 
     
2 
Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas maupun Wajib 
Pajak badan wajib 
menyelenggarakan pembukuan. 
     
3 
Wajib pajak menyerahkan SPT masa 
dan tahunan secara tepat waktu.  
     
4 
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib 
Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas Wajib 
Pajak. 
     
5 
Wajib Pajak diperbolehkan 
mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak dengan dikenai 
sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% perbulan dari jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 
     
 












Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
1 
Kepatuhan pajak berada dalam 
kendali Wajib Pajak. 
     
2 
Wajib Pajak tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dari pajak 
yang saya bayarkan. 
     
3 
Wajib pajak dipengaruhi oleh 
keluarga, teman, konsultan pajak, 




petugas pajak, dan pimpinan dalam 
melakukan perencanaan pajak. 
4 
perhitungan untuk meminimalkan 
jumlah pajak. 
     
 












Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
1 
Pajak merupakan sumber penerimaan 
negara terbesar. 
     
2 
Penundaan pembayaran pajak yang 
dilakukan oleh wajib pajak orang 
peribadi sangat merugikan Negara. 
     
3 
Wajib pajak  menyadari bahwa 
pungutan pajak telah ditetapkan 
dengan undang-undang. 
     
4 
Tindakan mengurangi beban pajak 
yang dilakukan oleh wajib pajak 
orang peribadi sangat merugikan 
negara. 
     
5 
Wajib pajak dengan senang hati akan 
membayar pajak dengan melaporkan 
SPT.  
     
 












Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
1 
Wajib pajak senang dalam 
mempelajari ilmu Agama. 
     
2 
Kebutuhan pokok diri pribadi dan 
keluarga wajib pajak terpenuhi. 
     
3 
Makanan yang dimakan wajib pajak 
dan keluarga merupakan makanan 
yang bergizi dan sehat. 
     
4 
Setiap wajib pajak pernah mengikuti 
kursus atau program pelatihan untuk 
mengasah kemampuan softskill. 
     
5 
Setiap manusia harus  menabung dari 
sebagian hasil kerjanya 






REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 
NOMOR 
RESPONDEN 
Tax Evasion Understanding (X1) TOTAL 
X1 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
1 5 5 4 5 5 24 
2 5 5 4 4 3 21 
3 5 5 4 4 4 22 
4 4 4 4 5 5 22 
5 4 3 3 3 3 16 
6 4 4 4 5 5 22 
7 4 3 4 4 3 18 
8 5 5 5 5 4 24 
9 5 5 5 5 4 24 
10 4 3 3 4 5 19 
11 5 4 5 5 4 23 
12 5 5 5 5 5 25 
13 5 5 5 5 5 25 
14 4 4 5 5 5 23 
15 4 4 4 4 5 21 
16 4 3 3 5 5 20 
17 5 5 5 4 4 23 
18 5 5 4 4 5 23 
19 4 5 5 4 5 23 
20 4 3 5 4 3 19 
21 5 5 4 5 4 23 
22 5 5 5 4 4 23 
23 5 5 5 5 5 25 
24 5 5 5 5 5 25 
25 4 4 4 5 5 22 
26 5 4 5 4 5 23 
27 3 3 4 4 5 19 
28 5 4 4 5 4 22 
29 5 5 5 4 4 23 
30 4 4 4 5 4 21 
31 5 4 3 3 5 20 
32 5 5 5 5 5 25 
33 5 5 5 5 5 25 
34 5 5 4 4 4 22 
35 5 4 5 5 4 23 
36 4 4 5 4 4 21 




38 5 5 4 4 3 21 
39 5 5 4 5 3 22 
40 5 5 5 5 3 23 
41 5 5 4 5 4 23 
42 5 5 5 4 4 23 
43 5 5 5 4 5 24 
44 5 5 5 4 3 22 
45 5 4 4 4 3 20 
46 5 4 4 5 5 23 
47 5 5 4 5 5 24 
48 4 3 5 5 4 21 
49 5 3 4 4 4 20 
50 5 5 5 5 4 24 
51 5 5 5 5 4 24 
52 4 3 3 4 5 19 
53 4 4 4 5 5 22 
54 4 5 4 4 5 22 
55 4 5 3 3 4 19 
56 4 5 4 4 4 21 
57 4 5 4 4 4 21 
58 4 5 5 4 3 21 
59 4 5 5 5 5 24 
60 5 5 5 5 5 25 
61 5 5 4 4 4 22 
62 5 4 4 4 4 21 
63 4 4 4 5 5 22 
64 5 5 5 4 5 24 
65 4 4 5 5 4 22 
66 5 5 4 4 3 21 
67 5 5 5 5 5 25 
68 5 5 5 5 5 25 
69 5 5 5 5 5 25 
70 5 5 5 5 5 25 
71 5 5 5 5 5 25 
72 4 2 2 2 4 14 
73 4 4 4 4 4 20 
74 5 5 5 5 5 25 
75 5 5 5 5 5 25 
76 5 5 5 5 5 25 
77 5 4 5 5 5 24 




79 3 4 3 3 3 16 
80 5 3 3 5 5 21 
81 4 2 2 4 4 16 
82 5 5 5 5 5 25 




Tax Morale (X2) TOTAL 
X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 
1 4 5 4 4 17 
2 5 3 4 5 17 
3 5 4 5 3 17 
4 5 5 5 5 20 
5 4 4 3 4 15 
6 5 5 5 3 18 
7 5 5 5 4 19 
8 5 5 5 4 19 
9 5 5 5 5 20 
10 4 5 5 3 17 
11 5 5 5 5 20 
12 5 5 5 5 20 
13 5 4 5 5 19 
14 5 5 5 4 19 
15 5 5 5 3 18 
16 4 4 5 4 17 
17 5 3 3 3 14 
18 5 5 4 4 18 
19 5 5 5 5 20 
20 5 5 4 4 18 
21 3 4 4 4 15 
22 5 5 5 3 18 
23 5 5 4 4 18 
24 5 4 4 3 16 
25 4 4 4 3 15 
26 5 5 5 5 20 
27 5 5 5 3 18 
28 5 5 2 3 15 
29 4 4 4 3 15 
30 5 5 5 4 19 
31 5 5 5 5 20 




33 5 4 4 3 16 
34 4 3 3 3 13 
35 5 4 4 5 18 
36 4 4 4 5 17 
37 4 4 4 4 16 
38 5 5 5 5 20 
39 5 5 5 4 19 
40 2 4 4 4 14 
41 5 5 5 5 20 
42 4 4 4 3 15 
43 5 5 5 5 20 
44 4 4 4 5 17 
45 5 5 5 5 20 
46 5 5 4 3 17 
47 4 4 3 3 14 
48 5 5 5 5 20 
49 5 5 5 5 20 
50 5 5 5 5 20 
51 5 5 5 5 20 
52 5 5 5 4 19 
53 5 5 5 5 20 
54 5 5 4 5 19 
55 5 5 5 5 20 
56 5 5 5 5 20 
57 5 5 5 5 20 
58 5 5 5 5 20 
59 5 5 5 5 20 
60 5 5 4 4 18 
61 5 5 4 4 18 
62 5 5 5 4 19 
63 5 5 5 4 19 
64 5 5 5 4 19 
65 5 5 5 4 19 
66 3 3 4 4 14 
67 3 4 4 4 15 
68 4 4 4 4 16 
69 5 5 4 4 18 
70 5 5 5 4 19 
71 5 5 5 4 19 
72 5 5 5 4 19 




74 5 5 5 5 20 
75 5 5 4 5 19 
76 5 5 4 4 18 
77 5 5 5 4 19 
78 4 4 4 4 16 
79 5 5 5 5 20 
80 4 3 4 3 14 
81 5 5 5 5 20 
82 5 5 5 5 20 




Kesadaran Wajib Pajak (Y) TOTAL 
y Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 
1 3 3 4 4 4 18 
2 5 5 5 5 4 24 
3 5 5 5 5 5 25 
4 5 5 5 4 4 23 
5 4 4 4 4 3 19 
6 5 4 5 4 4 22 
7 5 5 5 4 4 23 
8 5 5 5 5 5 25 
9 5 5 5 5 4 24 
10 4 4 3 3 4 18 
11 5 4 5 4 4 22 
12 5 5 5 5 4 24 
13 5 4 4 4 4 21 
14 5 5 5 5 4 24 
15 5 4 4 5 5 23 
16 5 5 4 5 4 23 
17 5 4 4 3 4 20 
18 5 4 4 5 4 22 
19 5 5 5 5 4 24 
20 4 4 4 3 3 18 
21 5 5 5 5 4 24 
22 5 5 5 5 5 25 
23 5 4 5 4 4 22 
24 5 4 5 4 4 22 
25 5 5 5 5 5 25 
26 5 5 5 5 4 24 




28 5 5 5 5 5 25 
29 5 4 4 4 5 22 
30 4 4 4 4 4 20 
31 5 5 5 4 4 23 
32 5 4 4 5 4 22 
33 4 4 4 4 4 20 
34 5 4 4 5 4 22 
35 5 5 5 5 4 24 
36 5 5 5 4 4 23 
37 5 5 5 4 4 23 
38 5 5 5 5 5 25 
39 4 4 5 4 4 21 
40 4 2 5 4 4 19 
41 5 5 5 5 5 25 
42 5 5 5 5 5 25 
43 5 5 5 5 4 24 
44 5 5 5 5 5 25 
45 5 5 5 4 5 24 
46 4 4 4 5 4 21 
47 5 5 5 5 5 25 
48 5 5 5 4 4 23 
49 5 4 4 3 3 19 
50 5 5 5 5 5 25 
51 5 5 5 5 5 25 
52 4 4 4 3 3 18 
53 5 5 5 5 5 25 
54 5 5 5 5 4 24 
55 5 5 5 5 4 24 
56 5 5 5 5 5 25 
57 5 5 5 5 5 25 
58 4 4 4 3 3 18 
59 5 5 5 5 4 24 
60 5 5 5 5 5 25 
61 5 5 5 5 5 25 
62 5 5 5 5 5 25 
63 5 5 5 5 5 25 
64 5 5 5 5 4 24 
65 5 5 5 5 5 25 
66 4 4 4 4 4 20 
67 5 4 4 4 5 22 




69 5 5 5 5 5 25 
70 5 5 5 5 4 24 
71 4 5 5 5 3 22 
72 4 4 4 4 4 20 
73 5 4 4 4 4 21 
74 5 5 5 5 5 25 
75 5 5 5 5 5 25 
76 5 5 5 5 5 25 
77 4 5 5 4 3 21 
78 4 4 4 3 4 19 
79 5 5 5 5 4 24 
80 5 5 5 4 4 23 
81 5 5 5 5 4 24 
82 5 5 5 5 5 25 




Maqasid Al-Syariah (Z) TOTAL 
Z Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 
1 4 4 3 3 5 19 
2 4 5 4 4 5 22 
3 5 5 5 3 5 23 
4 5 5 5 3 5 23 
5 5 4 5 3 5 22 
6 5 4 4 4 5 22 
7 5 5 5 4 5 24 
8 4 5 5 5 5 24 
9 4 5 4 3 4 20 
10 5 4 5 4 5 23 
11 4 4 4 3 5 20 
12 5 4 4 4 4 21 
13 5 5 5 4 4 23 
14 5 4 4 5 4 22 
15 4 4 4 4 2 18 
16 5 5 5 4 5 24 
17 5 4 5 2 4 20 
18 5 5 5 3 4 22 
19 4 4 5 3 4 20 
20 4 4 5 4 5 22 
21 5 5 4 4 5 23 




23 4 5 5 4 5 23 
24 5 5 5 5 5 25 
25 5 5 5 5 5 25 
26 5 5 5 4 5 24 
27 5 4 4 4 5 22 
28 4 4 4 2 5 19 
29 4 4 4 3 5 20 
30 5 4 5 2 4 20 
31 4 4 4 3 4 19 
32 4 4 4 3 4 19 
33 4 5 5 4 4 22 
34 4 4 4 4 5 21 
35 5 5 5 3 5 23 
36 5 5 5 5 5 25 
37 5 5 5 3 5 23 
38 5 5 5 4 5 24 
39 4 4 4 4 5 21 
40 5 4 4 4 4 21 
41 5 5 5 5 5 25 
42 5 5 5 5 5 25 
43 4 5 5 5 5 24 
44 5 5 5 5 5 25 
45 5 4 2 4 4 19 
46 3 3 4 4 5 19 
47 5 5 5 4 5 24 
48 4 4 4 3 4 19 
49 4 4 4 4 5 21 
50 5 5 5 4 5 24 
51 5 5 5 5 5 25 
52 5 5 5 4 5 24 
53 5 5 5 5 5 25 
54 5 5 5 4 4 23 
55 4 4 4 4 5 21 
56 5 4 4 5 5 23 
57 5 5 4 4 5 23 
58 5 5 4 4 5 23 
59 5 4 5 4 5 23 
60 5 5 5 3 5 23 
61 5 4 4 4 5 22 
62 4 5 5 4 5 23 




64 4 4 3 3 4 18 
65 5 5 4 5 4 23 
66 4 4 4 5 5 22 
67 3 2 3 2 2 12 
68 3 3 3 4 4 17 
69 5 4 4 3 4 20 
70 4 4 3 4 5 20 
71 5 4 5 4 5 23 
72 5 4 4 4 5 22 
73 5 5 4 4 5 23 
74 5 5 4 5 5 24 
75 5 5 5 5 5 25 
76 4 3 3 4 4 18 
77 5 4 4 3 5 21 
78 4 4 3 4 4 19 
79 5 4 5 4 4 22 
80 5 4 4 4 4 21 
81 4 4 4 4 5 21 
82 4 5 5 5 4 23 





























DATA OUTPUT SPSS 
 
A. Uji Statistik Deskriptif 
                                                 Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Tax Evasion 
Understanding 
83 14 25 22,23 2,421 
Tax Morale 83 13 20 18,02 1,981 
Kesadaran Wajib Pajak 83 18 25 22,92 2,171 
Maqasid Al-Syariah 83 12 25 21,93 2,299 
Valid N (listwise) 83     
 
B. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 














Test Statistic ,086 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,194 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 









Tax Morale ,908 1,101 
Maqasid Al-Syariah ,849 1,178 
























t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,730 ,836  ,873 ,385 
Tax Evasion 
Understanding 
-,099 ,064 -,178 -1,551 ,125 
Tax Morale ,067 ,081 ,095 ,829 ,410 
Maqasid Al-Syariah -,050 ,073 -,081 -,684 ,496 
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
 
 
4. Uji Autokorelasi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 ,308a ,095 ,061 ,14118 1,539 
a. Predictors: (Constant), Maqasid Al-Syariah, Tax Evasion 
Understanding, Tax Morale 








C. Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 






X1.2 0,742 Valid 
X1.3 0,805 Valid 
X1.4 0,744 Valid 





X2.2 0,809 Valid 
X2.3 0,804 Valid 
X2.4 0,713 Valid 
Kesadaran 




Y2 0,815 Valid 
Y3 0,769 Valid 
Y4 0,843 Valid 






Z2 0,871 Valid 
Z3 0,786 Valid 
Z4 0,614 Valid 
Z5 0,578 Valid 
 
2. Uji Reliabilitas 
No  Variabel  Cronbach’ 
Alpha 
Keterangan 
1 Tax Evasion 
Understanding 
0,723 Reliabel   
2 Tax Morale 0,751 Reliabel 
3 Kesadaran Wajib Pajak 0,837 Reliabel 








A. Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,388a ,151 ,130 2,02524 








Square F Sig. 
1 Regression 58,282 2 29,141 7,105 ,001b 
Residual 328,128 80 4,102   
Total 386,410 82    
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Tax Morale, Tax Evasion Understanding 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,713 2,981  3,929 ,000 
Tax Evasion 
Understanding 
,248 ,093 ,277 2,684 ,009 
Tax Morale ,315 ,113 ,288 2,789 ,007 










B. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,494a ,244 ,195 1,948 
a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Tax Evasion Understanding, 







Square F Sig. 
1 Regressio
n 
94,195 5 18,839 4,964 ,001b 
Residual 292,215 77 3,795   
Total 386,410 82    
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Tax Evasion Understanding, 










T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 22,300 ,491  45,381 ,000 
Zscore:  Tax 
Evasion 
Understanding 
,680 ,227 ,313 3,000 ,004 
Zscore:  Tax 
Morale 
,744 ,239 ,343 3,114 ,003 
Zscore:  Maqasid 
Al-Syariah 
,616 ,263 ,284 2,342 ,022 
X1_M -,019 ,277 -,008 -,070 ,945 
X2_M ,632 ,307 ,234 2,057 ,043 
a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak 
 
 
